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Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan 

kerusakan pada kondisi keuangan atau perekonomian negara. Di dalam proses 

penanganan perkaranya menitikberatkan  pada tujuan akhir pengembalian  

kerugian  negara yang timbul akibat perbuatan Pelaku Tindak Pidana Korupsi. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan beberapa pasal yang 

mengatur ketentuan terkait dengan  pengembalian kerugian negara akibat 

perbuatan Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya terdapat pada Pasal 33 dan Pasal 

34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur terkait dengan 

mekanisme pengembalian kerugian negara melalui instrumen hukum perdata 

melalui ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia. 

Ketentuan ini berlaku bagi pelaku yang karena kematiannya dan belum 

membayarkan kerugian negara yang timbul, sehingga perlu dilakukan gugatan 

secara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara. 

 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran 

Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan gugatan In Rem terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia dan bagaimanakah faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan gugatan In Rem terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada 

pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang mengacu pada tulisan-tulisan 

hukum terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dan juga 

melakukan wawancara dengan beberapa narasumber guna menguatkan hasil 

penelitian yang didapatkan melalui sumber kepustakaan. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran 

Jaksa Pengacara Negara sebagai tokoh utama dalam proses pelaksanaan gugatan 

In Rem terhadap ahli waris Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang meninggal dunia 

memiliki posisi yang kuat dalam hal mengajukan, membuat, dan membuktikan 

gugatan terhadap ahli waris pelaku korupsi yang telah meninggal dunia. Selain itu 

Jaksa Pengacara Negara juga berperan dalam melakukan sita jaminan atas aset-

aset yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi dan juga berperan penting dalam 

pencapaian tujuan recovery pengembalian hutang kerugian negara yang 

ditinggalkan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi yang telah meninggal dunia 

melalui ahli warisnya. Kemudian, dalam penelitian ini dapat disimpulkan juga 

bahwa hal-hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam 

pelaksanaan gugatan In Rem memiliki hubungan yang saling beriringan. Sehingga 

apabila faktor pendukung tersebut tidak terlaksana dengan baik maka akan 

berbalik menjadi faktor yang menghambat pelaksanaan gugatan, seperti prosedur 

penelusuran aset oleh Kejaksaan sejak awal yang apabila dilakukan sejak awal 

dapat mempermudah pelaksanaan gugatan, namun apabila tidak dilakukan sejak 

awal akan menjadi hambatan bagi Kejaksaan pada saat pelaksanaan gugatan In 

Rem. 

 

Saran dari penelitian ini adalah  Kejaksaan diharapkan agar melakukan 

penelusuran aset yang jelas pada saat proses peradilan pidana mulai berjalan dan 

memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat perbuatan Tindak 

Pidana Korupsi melalui instrumen hukum pidana maupun hukum perdata. Hal ini 

dikarenakan, Kejaksanaan merupakan tokoh utama dalam pemenuhan tujuan 

penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Peran Jaksa, Ganti Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana 

Korupsi 
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ANALYSIS OF THE ROLE PROSECUTORS IN THE IMPLEMENTATION 

OF STATE FINANCIAL LOSSES COMPENSATION IN CORRUPTION 

CASES AGAINST DECEASED PERPETRATORS 
 

By 

 

DHEANILLA ESA LINTANG 

 

 

Corruption is an extraordinary crime that causes damage to the financial 

condition or economy of the country. In the process of handling the case, the 

emphasis is on the ultimate goal of returning state losses arising from the actions 

of the perpetrators of corruption. Law Number 31 of 1999 concerning the 

Eradication of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning 

Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of 

Corruption provides several articles that regulate provisions related to the return 

of state losses due to corruption. One of them is in Article 33 and Article 34 of the 

Corruption Law which regulates the mechanism for returning state losses through 

civil law instruments through the heirs of the perpetrators of corruption who have 

died. This provision applies to perpetrators who due to their death have not paid 

the state losses incurred, so that a civil lawsuit needs to be filed by the State 

Attorney. 

 

The problem raised in this study is how is the role of the State Attorney in the 

implementation of In Rem lawsuits against deceased Corruption Offenders and 

what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of In Rem 

lawsuits against deceased Corruption Offenders. The approach method used in 

this study is normative juridical which emphasizes data collection through 

literature studies referring to legal writings related to the problems raised in this 

study and also conducting interviews with several sources to strengthen the 

research results obtained through literature sources. 

 

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the 

role of the State Attorney as the main figure in the process of implementing an In 

Rem lawsuit against the heirs of deceased Corruption Offenders has a strong 

position in terms of filing, making, and proving lawsuits against the heirs of 

deceased corruption offenders. In addition, the State Attorney also plays a role in 

confiscating collateral for assets originating from Corruption Offenses and also 

plays an important role in achieving the goal of recovering the return of state loss 
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debts left by deceased Corruption Offenders through their heirs. Then, in this 

study it can also be concluded that the things that are supporting and inhibiting 

factors in the implementation of an In Rem lawsuit have a mutually supportive 

relationship. So if these supporting factors are not implemented properly, they will 

turn into factors that inhibit the implementation of the lawsuit, such as the 

procedure for tracing assets by the Prosecutor's Office from the start which if 

carried out from the start can facilitate the implementation of the lawsuit, but if 

not carried out from the start it will be an obstacle for the Prosecutor's Office 

when implementing the In Rem lawsuit. 

 

The suggestion from this research is that the Prosecutor's Office is expected to 

conduct a clear asset tracing when the criminal justice process begins and 

maximize efforts to return state losses due to Corruption through criminal law and 

civil law instruments. This is because the Prosecutor's Office is the main figure in 

fulfilling the objectives of handling Corruption cases in Indonesia. 

 

Keywords: Role of Prosecutors, Compensation for State Financial Losses, 

Corruption Crimes 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Pada peìrkeìmbangan Indoneìsia saat ini, keìjahatan koruìpsi meìruìpakan 

keìjahatan yang proseìs peìnanganan peìrkaranya paling kompleìks. Dilihat dari 

tuìjuìan peìnanganan peìrkaranya, keìjahatan koruìpsi meìmiliki fokuìs keìbijakan 

pada rangkaian proseìs peìnceìgahan, peìmbeìrantasan, dan peìngeìmbalian aseìt 

Tindak Pidana Koruìpsi.
1
 Deìngan kata lain, tuìjuìan uìtama dari peìnanganan 

peìrkara koruìpsi haruìs di fokuìskan teìrhadap 3 (tiga) hal teìrseìbuìt seìbagai beìntuìk 

peìmaksimalan dalam peìnanganan Khuìsuìs Tindak Pidana Koruìpsi. 

 

Saat ini Tindak Pidana Koruìpsi di Indoneìsia suìdah beìrada pada titik yang 

meìmprihatinkan kareìna keìgiatannya suìdah beìrgeìrak beìgituì ceìpat, massif, dan 

koleìktif. Seìhingga ini yang haruìs meìnjadi peìrhatian uìtama peìmeìrintah dalam 

peìnanganan koruìpsi, peìmbeìrantasan dan peìngeìmbalian aseìt neìgara yang 

hilang. Pada Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan 

Tindak Pidana Koruìpsi seìbagaimana teìlah diuìbah deìngan Uìndang-Uìndang 

Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìruìbahan Atas Uìndang-Uìndang Nomor 31 

Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi teìlah deìngan teìgas 

                                                           
1
 Muhammad Husnul Syam, Andi Marlina, Suhartina, “Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana 

Korupsi oleh Ahli Waris”, Delictum Journal: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, 

(2022): hlm. 2. 
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meìmbeìrikan atuìran khuìsuìs teìrhadap keìbijakan peìngeìmbalian aseìt koruìpsi dan 

bagaimana uìpaya lain yang dapat diteìmpuìh jika Peìlakuì Tindak Pidana 

Koruìpsi beìrada dalam kondisi tidak dapat lagi meìnjalani proseìs pidana atauì 

teìlah meìninggal duìnia. 

 

Hal ini pada dasarnya diseìbabkan oleìh keìhadiran Uìndang-Uìndang Koruìpsi 

seìbagai instruìmeìnt huìkuìm yang suìdah cuìkuìp leìngkap dalam meìncakuìp atuìran 

sanksi pidana dan peìmuìlihan (reìcoveìry) dari keìjahatan koruìpsi ituì seìndiri. 

Peìrluì di garis bawahi bahwa tuìjuìan uìtama dari peìnanganan Tindak Pidana 

Koruìpsi adalah peìnyeìlamatan aseìt neìgara yang hilang, deìngan meìlakuìkan 

peìngeìmbalian keìruìgian neìgara oleìh Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi seìsuìai 

deìngan keìteìntuìan yang teìlah diatuìr dalam Pasal 18 Uìndang-Uìndang Nomor 31 

Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi seìbagaimana teìlah 

diuìbah deìngan Uìndang-Uìndang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìruìbahan 

Atas Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak 

Pidana Koruìpsi. Seìhingga hal inilah yang haruìs sangat dipeìrhatikan oleìh 

aparat peìneìgak huìkuìm kita teìrkait deìngan peìntingnya seìrangkaian proseìs 

peìngeìmbalian aseìt neìgara yang hilang akibat peìrbuìatan dari Peìlakuì Tindak 

Pidana Koruìpsi atauìpuìn meìlaluìi ahli warisnya. 

 

Teìrkait deìngan peìngeìmbalian aseìt neìgara yang hilang kareìna Peìlakuì Tindak 

Pidana Koruìpsi teìlah keìhilangan hak dan keìwajiban dituìntuìt seìcara pidana 

kareìna meìninggal duìnia, suìdah teìrdapat atuìran yang jeìlas dari Pasal 33 dan 

Pasal 34 Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan 

Tindak Pidana Koruìpsi seìbagaimana teìlah diuìbah deìngan Uìndang-Uìndang 
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Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìruìbahan Atas Uìndang-Uìndang Nomor 31 

Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi teìrkait deìngan 

meìkanismeì peìngeìmbalian aseìt atauì keìruìgian yang dialami neìgara apabila 

Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi yang meìnjadi peìnyeìbab keìruìgian neìgara 

teìrbeìbas dari rangkaian proseìs pidana kareìna hal-hal teìrteìntuì seìpeìrti 

Teìrsangka atauì Teìrdakwa meìninggal duìnia pada saat rangkaian proseìs 

peìrsidangan beìrlangsuìng atauì teìlah meìndapatkan puìtuìsan deìngan keìkuìatan 

huìkuìm teìtap (inkrah). Pasal 33 dan Pasal 34 Uìndang-Uìndang Koruìpsi teìrseìbuìt 

meìnyatakan: 

Pasal 33  

“Dalam hal Teìrsangka meìninggal duìnia pada saat dilakuìkan peìnyidikan, 

seìdangkan seìcara nyata teìlah ada keìruìgian keìuìangan neìgara, maka peìnyidik 

seìgeìra meìnyeìrahkan beìrkas peìrkara hasil peìnyidikan teìrseìbuìt keìpada Jaksa 

Peìngacara Neìgara atauì diseìrahkan keìpada instansi yang diruìgikan uìntuìk 

dilakuìkan guìgatan peìrdata teìrhadap ahli warisnya.” 

Pasal 34  

“Dalam hal Teìrdakwa meìninggal duìnia pada saat dilakuìkan peìmeìriksaan di 

sidang peìngadilan, seìdangkan seìcara nyata teìlah ada keìruìgian keìuìangan 

neìgara, maka peìnuìntuìt uìmuìm seìgeìra meìnyeìrahkan salinan beìrkas beìrita acara 

sidang teìrseìbuìt keìpada Jaksa Peìngacara Neìgara atauì diseìrahkan keìpada 

instansi yang diruìgikan uìntuìk dilakuìkan guìgatan peìrdata teìrhadap ahli 

warisnya.” 

 

Seìhingga jika dalam kondisi Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi tidak bisa lagi 

dimintai peìrtangguìngjawaban pidana badan, maka khuìsuìs uìntuìk peìrkara 
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keìruìgian neìgara yang diseìbabkan oleìh Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi akan di 

guìgat keìpada ahli warisnya meìlaluìi instruìmeìnt Huìkuìm Peìrdata Indoneìsia. 

Pada konteìks ini, maka peìrkara koruìpsi teìrseìbuìt tidak lagi ditangani oleìh Jaksa 

Peìnuìntuìt Uìmuìm, teìtapi guìgatan In Reìm seìcara peìrdata teìrhadap ahli waris 

Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi akan dilakuìkan oleìh Jaksa Peìngacara Neìgara 

uìntuìk meìndapatkan keìmbali keìkayaan neìgara yang hilang akibat peìrbuìatan 

Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi. 

 

Instruìmeìnt Huìkuìm Peìrdata Indoneìsia teìntuìnya suìdah tidak asing deìngan 

istilah peìwaris dan ahli waris. Meìnuìruìt peìngeìrtiannya yang dimaksuìd deìngan 

peìwaris adalah orang tuìa atauì seìseìorang yang meìninggalkan harta beìnda 

keìkayaannya keìpada anak atauì sauìdara ahli warisnya (mawaris) seìteìlah 

meìninggalnya peìwaris.
2
 Seìdangkan yang dimaksuìd ahli waris adalah 

seìseìorang yang meìneìrima harta beìnda peìninggalan peìwaris yang teìlah 

meìninggal duìnia meìlaluìi huìbuìngan darah atauì suìrat wasiat. Peìnting uìntuìk 

dipeìrhatikan juìga bahwasanya, objeìk dari Huìkuìm Waris seìndiri adalah 

warisan, yang dalam hal ini bisa di artikan seìbagai harta beìnda atauìpuìn 

keìkayaan yang di wariskan oleìh peìwaris keìpada ahli waris. 

 

Pada konteìks Huìkuìm Waris, teìrdapat 3 (tiga) ruìmuìsan atuìran huìkuìm 

peìwarisan, yaituì Huìkuìm Waris Peìrdata, Huìkuìm Waris Islam, dan Huìkuìm 

Waris Adat. Seìhingga peìrluì di pahami bahwa ruìmuìsan Huìkuìm yang meìmiliki 

huìbuìngan fuìngsional deìngan Huìkuìm Pidana dalam uìpaya peìnanganan Tindak 

Pidana Koruìpsi adalah Huìkuìm Peìrdata atauì dalam hal ini adalah Waris 

                                                           
2
 Elviana Sagala, “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata”, Jurnal Ilmiah 

Advokasi Vol 06, No 1, (2018): hlm. 3. 
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Peìrdata. Hal ini juìga seìjalan deìngan keìteìntuìan Pasal 33 dan Pasal 34 Uìndang-

Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana 

Koruìpsi dan Pasal 38C Uìndang-Uìndang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang 

Peìruìbahan Atas Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 teìntang 

Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi yang meìnjadi landasan uìtama dalam 

meìngguìgat ahli waris dari Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi yang teìlah 

keìhilangan hak dan keìwajiban peìnuìntuìtan seìcara pidana agar keìruìgian neìgara 

yang timbuìl teìtap dapat dikeìmbalikan meìlaluìi ahli waris meìngguìnakan harta 

beìnda warisan peìninggalan Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi yang teìlah 

meìninggal duìnia teìrseìbuìt. 

 

Kondisi seìpeìrti ini bisa meìnjadi masalah baruì bagi Keìjaksaan apabila seìjak 

awal tidak ada peìneìluìsuìran aseìt yang jeìlas dari Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi. 

Seìhingga pihak peìnyidik pada peìrkara Tindak Pidana Koruìpsi dalam hal ini 

haruìs deìngan teìgas meìlakuìkan peìneìluìsuìran aseìt Peìlakuì Tindak Pidana 

Koruìpsi pada saat peìnyidikan. Hal ini beìrtuìjuìan uìntuìk dilakuìkannya 

peìndataan dan peìmbeìkuìan atas aseìt-aseìt yang dimiliki oleìh peìlakuì agar 

nantinya pada saat puìtuìsan hakim teìlah inkrah, Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi 

tidak bisa beìrbohong dan meìngeìlak atas aseìt-aseìt yang dimiliki oleìhnya. Hal 

ini juìga adalah beìntuìk antisipasi dari aparat peìneìgak huìkuìm apabila peìlakuì 

yang beìrsangkuìtan meìninggal duìnia atauì keìhilangan keìwajiban pidananya 

seìbeìluìm meìngganti keìruìgian keìuìangan neìgara yang teìlah dinikmati 

seìbeìluìmnya. Seìhingga pihak Keìjaksaan bisa meìngajuìkan guìgatan seìcara 

peìrdata meìlaluìi Jaksa Peìngacara Neìgara keìpada ahli waris Peìlakuì Tindak 
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Pidana Koruìpsi uìntuìk meìmbayar keìruìgian neìgara yang teìlah dinikmati oleìh 

peìlakuì seìmasa hiduìpnya. 

 

Salah satuì Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi yang meìninggal duìnia pada saat 

proseìs peìrsidangan beìrjalan adalah Teìrdakwa Alm. Yuìsuìf Seìtiawan, yang 

meìninggal duìnia pada saat beìluìm meìndapatkan puìtuìsan inkrah dari 

peìngadilan. Seìhingga Jaksa Peìnuìntuìt Uìmuìm yang meìnangani peìrkara teìrseìbuìt 

meìminta bantuìan keìpada Jaksa Peìngacara Neìgara dari Keìjaksaan Aguìng 

Reìpuìblik Indoneìsia uìntuìk meìlakuìkan guìgatan peìrdata keìpada ahli waris Alm. 

Yuìsuìf Seìtiawan. Pada guìgatan peìrdata teìrseìbuìt yang meìnjadi teìrguìgat adalah 

Ny. Juìli Tuìkiman, Abeìd Neìgo, Jacob Seìtiawan, dan Lidia Margareìta yang 

meìruìpakan istri dan anak-anak kanduìng dari Alm. Yuìsuìf Seìtiawan.  

 

Pada peìrkara teìrseìbuìt, keìruìgian neìgara yang dinikmati oleìh Alm. Yuìsuìf 

Seìtiawan adalah seìbeìsar Rp44.595.065.247,- (eìmpat puìluìh eìmpat milyar lima 

ratuìs seìmbilan puìluìh lima juìta eìnam puìluìh lima ribuì duìa ratuìs eìmpat puìluìh 

tuìjuìh ruìpiah), dan seìbeìluìmnya teìlah dikeìmbalikan keìpada neìgara seìbeìsar 

Rp16.187.271.000,- (eìnam beìlas milyar seìratuìs deìlapan puìluìh tuìjuìh juìta duìa 

ratuìs tuìjuìh puìluìh satuì ribuì ruìpiah) oleìh Alm. Yuìsuìf Seìtiawan seìbeìluìm 

meìninggal duìnia. Keìmuìdian keìkuìrangan peìngeìmbaliannya seìbeìsar 

Rp28.407.794.247,- (duìa puìluìh deìlapan milyar eìmpat ratuìs tuìjuìh juìta tuìjuìh 

ratuìs seìmbilan puìluìh eìmpat ribuì duìa ratuìs eìmpat puìluìh tuìjuìh ruìpiah) haruìs 

ditangguìng oleìh ahli waris yang meìneìrima harta warisan dari Alm. Yuìsuìf 

Seìtiawan. Peìrkara peìrdata yang diguìgat oleìh Jaksa Peìngacara Neìgara 

Keìjaksaan Aguìng RI keìpada Teìrguìgat ahli waris Alm. Yuìsuìf Seìtiawan 
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dilangsuìngkan di Peìngadilan Neìgeìri Deìpok deìngan Puìtuìsan Nomor 

02/PDT.G/2010/PN.DPK yang keìmuìdian guìgatan peìrdata teìrseìbuìt 

dimeìnangkan oleìh Jaksa Peìngacara Neìgara Keìjaksaan Aguìng RI. Namuìn dari 

pihak Teìrguìgat meìngajuìkan banding deìngan Puìtuìsan Nomor 

51/Pdt/2011/PT.Bdg yang hasil akhirnya teìtap dimeìnangkan oleìh Jaksa 

Peìngacara Neìgara Keìjaksaan Aguìng RI. 

 

Beìntuìk peìrtangguìngjawaban huìkuìm meìlaluìi ahli waris Peìlakuì Tindak Pidana 

Koruìpsi yang teìlah meìninggal duìnia meìnimbuìlkan peìrtanyaan yang cuìkuìp eìrat 

kaitannya deìngan tuìjuìan huìkuìm yang adil, pasti, dan beìrmanfaat. Hal ini 

beìrkeìnaan deìngan adanya keìteìrlibatan dari 2 (duìa) instruìmeìn huìkuìm, yaituì 

instruìmeìn huìkuìm pidana dan huìkuìm peìrdata. Beìrdasarkan latar beìlakang yang 

teìlah dipaparkan, maka peìnuìlis teìrtarik uìntuìk meìngkaji seìbuìah peìneìlitian 

skripsi deìngan juìduìl “Analisis Peìran Jaksa Dalam Impleìmeìntasi Ganti 

Keìruìgian Keìuìangan Neìgara Pada Peìrkara Tindak Pidana Koruìpsi Teìrhadap 

Peìlakuì Yang Teìlah Meìninggal Duìnia”.  

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Peìrmasalahan Peìneìlitian 

Beìrdasarkan uìraian latar beìlakang diatas, peìrmasalahan yang akan dibahas 

dalam peìneìlitian ini, yaituì seìbagai beìrikuìt: 

a. Bagaimanakah peìran Jaksa Peìngacara Neìgara dalam peìlaksanaan 

guìgatan In Reìm teìrhadap Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi yang teìlah 

meìninggal duìnia? 
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b. Bagaimanakah faktor peìnduìkuìng dan peìnghambat dalam 

peìlaksanaan guìgatan In Reìm teìrhadap Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi 

yang teìlah meìninggal duìnia? 

2. Ruìang Lingkuìp Peìneìlitian 

Ruìang lingkuìp dalam peìneìlitian ini yang meìlipuìti suìbstansi peìneìlitian 

adalah Ilmuì Huìkuìm Pidana dan Ilmuì Huìkuìm Peìrdata baik seìcara mateìriil 

dan formil, seìrta peìlaksanaan dalam meìkanismeì Huìkuìm Pidana yang 

beìrhuìbuìngan deìngan Huìkuìm Peìrdata. Ruìang lingkuìp objeìk dalam 

peìneìlitian ini adalah meìkanismeì peìmbayaran ganti ruìgi keìuìangan neìgara 

oleìh ahli waris Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi. Ruìang lingkuìp teìmpat 

objeìk peìneìlitian teìrseìbuìt adalah Keìjaksaan Reìpuìblik Indoneìsia. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tuìjuìan Peìneìlitian 

Beìrdasarkan ruìmuìsan masalah di atas, maka tuìjuìan yang akan dicapai 

dalam peìneìlitian ini adalah seìbagai beìrikuìt:  

a. Uìntuìk meìngeìtahuìi peìran Jaksa Peìngacara Neìgara dalam peìlaksanaan 

guìgatan In Reìm teìrhadap Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi yang teìlah 

meìninggal duìnia meìlaluìi instruìmeìnt Huìkuìm Peìrdata Indoneìsia. 

b. Uìntuìk meìngeìtahuìi faktor peìnduìkuìng dan peìnghambat dalam 

peìlaksanaan guìgatan In Reìm teìrhadap Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi 

yang teìlah meìninggal duìnia. 

 

2. Keìguìnaan Peìneìlitian 

Keìguìnaan dari peìneìlitian ini teìrdiri dari 2 (duìa) aspeìk, yaituì: 
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1. Keìguìnaan Teìoritis 

Hasil dari peìneìlitian ini diharapkan akan beìrguìna dalam meìmpeìrluìas 

peìngeìtahuìan dalam peìrkeìmbangan Ilmuì Huìkuìm Pidana mauìpuìn 

Peìrdata dalam meìnyeìleìsaikan peìrmasalahan Tindak Pidana Koruìpsi 

meìlaluìi duìa instruìmeìnt huìkuìm yang beìrbeìda. Teìruìtama dalam 

impleìmeìntasi ganti keìruìgian keìuìangan neìgara teìrhadap Peìlakuì Tindak 

Pidana Koruìpsi yang teìlah meìninggal duìnia meìlaluìi ahli warisnya. 

2. Keìguìnaan Praktis 

Hasil dari peìneìlitian ini juìga diharapkan dapat beìrguìna uìntuìk 

meìmpeìrluìas peìngeìtahuìan masyarakat uìmuìm, dan khuìsuìsnya 

mahasiswa huìkuìm dalam meìnyoroti peìrmasalahan Tindak Pidana 

Koruìpsi yang seìdang marak teìrjadi di Indoneìsia. Hal ini akan beìrguìna 

dalam meìmbeìrikan peìmahaman teìrhadap masyarakat bahwa 

peìlaksanaan peìnyeìlsaian Tindak Pidana Koruìpsi tidak hanya 

dilakuìkan meìngguìnakan instruìmeìnt Huìkuìm Pidana, meìlainkan dapat 

juìga meìlaluìi instruìmeìnt Huìkuìm Peìrdata. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Keìrangka Teìoritis 

Keìrangka teìori meìruìpakan konseìp yang meìnjadi keìrangka acuìan pokok 

seìhingga meìnjadi landasan peìnuìlis dalam meìngideìntifikasi keìjadian atauì 

masalah sosial yang dianggap reìleìvan oleìh peìneìliti. 
3
 Seìbuìah peìneìlitian 

pada dasarnya akan seìlaluì meìmbuìtuìhkan teìori atauìpuìn prinsip-prinsip 

                                                           
3
 Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: UII Press, 2010), hlm. 125. 
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yang reìleìvan deìngan masalah yang seìdang dikaji. Dalam keìrangka teìoritis 

akan meìmuìat ideìntifikasi teìori-teìori yang dijadikan acuìan beìrpikir bagi 

peìneìliti dalam meìlakuìkan keìgiatan peìneìlitian. Hal ini beìrtuìjuìan agar 

peìnuìlisan skripsi seìbagai peìneìlitian ilmiah dapat beìrada pada proporsi 

yang teìpat dan meìngguìnakan landasan teìori yang logis uìntuìk peìnuìlisan 

skripsi yang baik. 

 

Beìrdasarkan hal teìrseìbuìt, maka teìori yang akan diguìnakan dalam 

peìneìlitian ini adalah: 

a. Teìori Peìran 

Meìnuìruìt Kamuìs Beìsar Bahasa Indoneìsia (KBBI), yang dimaksuìd 

deìngan peìran adalah tingkah lakuì yang diharapkan dimiliki oleìh orang 

yang beìrkeìduìduìkan dalam masyarakat. Soeìrjono Soeìkanto meìmiliki 

peìngeìrtian teìrhadap teìori peìran, yaituì peìlaksanaan hak dan keìwajiban 

seìsuìai deìngan keìduìduìkannya (statuìs) yang ada.
4
 Teìori peìran beìrfuìngsi 

uìntuìk meìnjeìlaskan peìrilakuì antar individuì dalam suìatuì organisasi 

deìngan beìrfokuìs pada peìran yang meìreìka jalankan seìsuìai hak dan 

keìwajibannya. 

 

Teìori peìran meìmiliki 5 (lima) modeìl uìtama dalam keìduìduìkan 

peìlaksanaanya, yaituì:
5
 

1. Teìori Peìran Fuìngsional, yaituì peìlaksanaan peìran beìrdasarkan 

norma sosial yang ada. 

                                                           
4
 Soejono Soekanto, Sosiologi sebagai pengantar (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 

267. 
5
 “Pengertian Peran Menurut Para Ahli, Teori, dan Konsepnya”, DosenSosiologi.Com., 2023. 

URL: https://dosensosiologi.com/pengertian-peran/, diakses pada 10 Agustus 2024. 

https://dosensosiologi.com/pengertian-peran/
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2. Teìori Peìran Inteìraksi Simbolik, yaituì peìlaksanaan peìran deìngan 

meìlihat akibat atauì reìspon masyarakat. 

3. Teìori Peìran Struìktuìral, yaituì peìlaksanaan peìran yang 

dipeìngaruìhi oleìh masyarakat. 

4. Teìori Peìran Organisasi, yaituì peìlaksanaan peìran dalam suìatuì 

organisasi. 

5. Teìori Peìran Kognitif, yaituì peìlaksanaan peìran dalam 

peìmeìnuìhan eìkspeìtasi peìrilakuì masyarakat. 

 

Teìori peìran pada dasarnya beìrkaitan deìngan 3 (tiga) konseìp uìtama, 

yaituì:
6
 

1. Pola peìrilakuì dan karakteìristik sosial, yaituì keìbiasaan dan 

keìbuìdayaan yang meìndorong seìseìorang dalam meìngambil peìran 

disuìatuì organisasi atauì masyarakat. 

2. Bagian atauì ideìntitas yang diasuìmsikan peìseìrta sosial, yaituì 

statuìs sosial yang meìmuìat hak dan keìwajiban bagi seìseìoramg 

uìntuìk dapat meìjalankan peìrannya. 

3. Skrip atauì harapan uìntuìk beìrpeìrilakuì dalam masyarakat, yaituì 

atuìran teìrtuìlis atauìpuìn tidak teìrtuìlis yang meìnjadi standar dalam 

beìrtingkah lakuì beìrdasarkan peìrannya. 

 

Beìrdasarkan teìori peìran, uìntuìk dapat meìlaksanakan peìneìgakan huìkuìm 

teìrdapat peìran-peìran dari golongan teìrteìntuì dimasyarakat, yaituì:
7
 

                                                           
6
 B. J. Biddle, “Recent Developments in Role Theory”, University of Missouri-Columbia: Annual 

Reviews Inc, Vol 12, (1986), hlm. 68. 
7
 Ilhami Bisri, Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum Di Indonesia 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 128-129. 
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1. Aparatuìr peìneìgak huìkuìm, yaituì polisi, jaksa, dan hakim, yang 

seìcara ideìal teìlah dituìgskan uìntuìk meìngambil peìran dalam 

rangka peìneìgakan huìkuìm di Indoneìsia. 

2. Peìngacara, yaituì seìseìorang yang meìmiliki peìran advokasi dalam 

meìmbantuì peìlaksanaan peìneìgakan huìkuìm yang ideìal deìngan 

meìmpeìrhatikan hak dan keìwajiaban masyarakat yang meìmiliki 

uìruìsan deìngan huìkuìm. 

3. Eìkseìkuìtif, yaituì orang-orang yang meìmiliki peìran uìntuìk 

meìlaksanakan atauì meìnjalankan atuìran huìkuìm yang ada deìngan 

baik. 

4. Masyarakat, yaituì orang-orang yang meìnjadi bagian dari 

peìngguìna dan peìncari keìadilan. 

 

b. Teìori Eìfeìktivitas Huìkuìm 

Meìnuìruìt Kamuìs Beìsar Bahasa Indoneìsia (KBBI), eìfeìktivitas beìrasal 

dari kata eìfeìktif yang artinya meìmbeìrikan hasil, akibat, atauì peìngaruìh. 

Eìeìfeìktivitas Huìkuìm meìnuìruìt Soeìrjono Soeìkanto adalah taraf uìkuìr 

seìjauìh mana suìatuì keìlompok dapat meìncapai tuìjuìannya.
8
 Seìdangkan 

meìnuìruìt M. Frieìdman, teìori eìfeìktivitas huìkuìm beìrgantuìng pada 3 

(tiga) uìnsuìr sisteìm huìkuìm, yaituì struìktuìr huìkuìm, suìbstansi huìkuìm, 

dan buìdaya huìkuìm.  

 

Pada dasarnya eìfeìktivitas dapat diartikan juìga seìbagai tolak uìkuìr 

dalam meìnguìkuìr keìbeìrhasilan dalam peìncapaian tuìjuìan-tuìjuìan 

                                                           
8
 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi (Bandung: CV Ramadja Karya, 

1988), hlm. 80. 
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teìrteìntuì. Di dalam konseìp neìgara huìkuìm, istilah eìfeìktivitas  huìkuìm 

eìrat kaitanya deìngan keìbeìrhasilan atauì capaian dari peìlaksanaan suìatuì 

atuìran. Teìori eìfeìktivitas huìkuìm akan beìrjalan deìngan baik apabila 

faktor-faktor peìnduìkuìng keìbeìrhasilannya beìrjalan deìngan seìmeìstinya. 

 

Tiga uìnsuìr huìkuìm yang meìnjadi faktor keìbeìrhasilan peìlaksanaan 

atuìran huìkuìm meìnuìruìt M. Frieìdman adalah struìktuìr huìkuìm, suìbstansi 

huìkuìm, dan buìdaya huìkuìm. Masing-masing dari faktor teìrseìbuìt 

meìmiliki peìngeìrtiannya teìrseìndiri, struìktuìr huìkuìm meìnuìruìt M. 

Frieìdman yaituì suìatuì proseìs peìlaksanaan atuìran huìkuìm beìrdasarkan 

keìteìntuìan dan atuìran yang beìrlakuì meìlaluìi proseìs peìreìncanaan, 

peìlaksanaan, dan peìneìgakannya. Struìktuìr huìkuìm meìmuìat apa-apa saja 

yang teìrlibat dalam proseìs peìmbeìntuìkan suìatuì peìratuìran huìkuìm. 

 

Keìmuìdian deìfinisi dari suìbstansi huìkuìm meìnuìruìt M. Frieìdman adalah 

produìk huìkuìm yang dihasilkan dari struìktuìr huìkuìm. Hal ini adalah 

salah satuì beìntuìk hasil keìrja nyata yang dilakuìkan oleìh para peìmbuìat 

produìk huìkuìm. Teìrakhir yang dimaksuìd deìngan buìdaya huìkuìm adalah 

keìbiasaan dari peìrilakuì masyarakat dan aparat peìneìgak huìkuìm dalam 

meìlaksanakan atuìran huìkuìm yang ada agar peìlaksanaan teìrhadap 

atuìran huìkuìm yang teìlah dibuìat dapat teìrlaksana deìngan baik. 

 

Teìori eìfeìktivitas huìkuìm meìnuìruìt Soeìrjono Soeìkanto dapat dikatakan 

beìrhasil atauì tidak beìrdasarkan 5 (lima) faktor peìnting, yaituì:
9
 

                                                           
9
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. 
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1. Faktor huìkuìm (uìndang-uìndang), yaituì atuìran huìkuìm teìrtuìlis 

yang meìnjadi standar tolak uìkuìr peìneìgakan huìkuìm yang ada. 

2. Faktor peìneìgak huìkuìm, yaituì kineìrja yang baik dari aparat 

peìneìgak huìkuìm dalam meìlakuìkan peìneìgakan huìkuìm yang teìgas 

dan sigap dalam seìgala kondisi. 

3. Faktor sarana atauì fasilitas peìneìgak huìkuìm, yaituì fasilitas 

peìnduìkuìng yang diguìnakan oleìh aparat peìneìgak huìkuìm seìbagai 

sarana dalam meìncapai eìfeìktivitas huìkuìm. 

4. Faktor masyarakat, yaituì parameìteìr dalam meìnguìkuìr 

keìbeìrhasilan eìfeìktivitas huìkuìm meìlaluìi capaian dalam 

peìneìgakan huìkuìm di masyarakat. 

5. Faktor keìbuìdayaan, yaituì dorongan yang timbuìl dari keìbiasaan 

masyarakat teìrhadap peìrilakuì yang dapat meìmpeìngaruìhi 

keìbeìrhasilan peìneìgakan huìkuìm atauì eìfeìktivitas huìkuìm. 

 

2. Konseìptuìal 

Koseìptuìal adalah suìsuìnan dari beìrbagai konseìp yang disuìsuìn meìnjadi 

fokuìs peìngamatan dalam meìlaksanakan seìbuìah peìneìlitian.
10

 Konseìptuìal 

beìrfuìngsi seìbagai dasar peìnjeìlasan seìcara kompreìheìnsif meìngeìnai topik 

peìneìlitian yang diangkat agar meìnjadi leìbih muìdah dipahami. Peìngeìrtian 

dari konseìp istilah yang diguìnakan dalam peìneìlitian ini adalah seìbagai 

beìrikuìt: 

  

                                                           
10

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 103. 
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a. Analisis  

Analisis adalah keìgiatan meìnguìmpuìlkan suìmbeìr huìkuìm dan dasar 

huìkuìm lainnya yang saling reìleìvan uìntuìk keìmuìdian diambil 

keìsimpuìlan seìbagai jalan keìluìar atas suìatuì peìrmasalahan.
11

 Deìngan 

kata lain, analisis dalam ilmuì huìkuìm adalah keìgiatan meìneìliti 

peìrmasalahan huìkuìm deìngan cara meìnguìmpuìlkan data-data huìkuìm 

seìbagai peìmeìcahan masalahnya. 

b. Peìran Jaksa 

Peìran Jaksa yang dimaksuìd dalam peìneìlitian ini seìcara khuìsuìs 

adalah peìran jaksa dibidang keìpeìrdataan atauì biasa diseìbuìt deìngan 

Jaksa Peìngacara Neìgara. Peìran Jaksa Peìngacara Neìgara diatuìr seìcara 

eìksplisit dalam Pasal 30 Ayat (2) Uìndang-Uìndang Nomor 16 Tahuìn 

2004 Teìntang Keìjaksaan Reìpuìblik Indoneìsia. Di dalam 

meìlaksanakan peìrannya, JPN meìmiliki duìa peìran, yaituì aktif dan 

pasif. Aktif dimana JPN seìbagai peìngguìgat dan pasif JPN seìbagai 

teìrguìggat deìmi meìnyeìlamatkan keìkayaan neìgara.
12

 

c. Impleìmeìntasi 

Impleìmeìntasi meìnuìruìt Kamuìs Beìsar Bahasa Indoneìsia (KBBI) 

adalah peìlaksanaan atauì peìneìrapan. Impleìmeìntasi dapat dimaknai 

seìbagai rangkaian aktivitas uìntuìk meìnghantarkan suìatuì keìbijakan 

keìpada masyarakat agar keìbijakan teìrseìbuìt dapat meìmbawa hasil 

                                                           
11

 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 

83-88. 
12

 Ricky Wicaksono, dkk, “Peran Jaksa Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) 

Undang Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia”, Student Journal, 

hlm. 1. 
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yang diharapkan.
13

 Seìdangkan meìnuìruìt Mazmanian dan Suìbatieìr 

adalah peìlaksanaan keìbijakan huìkuìm dasar, beìruìpa peìrintah, atuìran, 

atauì puìtuìsan peìngadilan.
14

 

d. Ganti Ruìgi 

Istilah ganti ruìgi yang diguìnakan dalam peìneìlitian ini adalah ganti 

ruìgi seìcara peìrdata. Dalam huìkuìm peìrdata, istilah ganti ruìgi 

dibeìdakan meìnjadi duìa kateìgori, yaituì ganti keìruìgian uìmuìm dan 

ganti ruìgi khuìsuìs. Ganti ruìgi seìcara uìmuìm, yaituì kompeìnsasi yang 

timbuìl dari seìmuìa tindakan peìrdata. Keìmuìdian yang dimaksuìd 

deìngan ganti keìruìgian khuìsuìs, yaituì ganti ruìgi yang timbuìl kareìna 

adanya keìwajiban kontrak teìrteìntuì meìngeìnai ganti ruìgi yang 

diseìbabkan oleìh peìrbuìatan meìlawan huìkuìm.
15

 

e. Keìruìgian Neìgara 

Beìrdasarkan Peìtuìnjuìk Badan Peìngawas Keìuìangan (BPK), yang 

dimaksuìd deìngan “keìruìgian neìgara adalah beìrkuìrangnya keìkayaan 

neìgara yang diseìbabkan oleìh peìrbuìatan meìlawan huìkuìm beìruìpa 

keìlalaian seìseìorang, dan/atauì keìadaan yang tidak teìrduìga di luìar 

keìmampuìan manuìsia (forceì majeìuìreì).”
16

 

e. Keìuìangan Neìgara 

Beìrdasarkan Pasal 1 Angka 1 Uìndang-Uìndang Nomor 17 tahuìn 2003 

teìntang Keìuìangan Neìgara, yang dimaksuìd deìngan Keìuìangan Neìgara 

                                                           
13

 Affan Gaffar, Op.Cit, hlm. 294. 
14

 Solichin Abdul Wahab, Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 

65. 
15

 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2005), hlm. 137-138. 
16

 Theodarus M. Tuanakota, Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana 

Korupsi (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.81. 
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adalah seìmuìa hak dan keìwajiban neìgara yang dapat dinilai deìngan 

uìang, seìrta seìgala seìsuìatuì baik beìruìpa uìang mauìpuìn beìruìpa barang 

yang dapat dijadikan milik neìgara beìrhuìbuìngan deìngan peìlaksanaan 

hak dan keìwajiban teìrseìbuìt. 

f. Tindak Pidana Koruìpsi 

Tindak Pidana Koruìpsi meìruìpakan Tindak Pidana yang dilakuìkan 

oleìh seìsorang deìngan tidak seìsuìai prinsip keìweìnanganya, beìrtuìjuìan 

uìntuìk meìmpeìrkaya dirinya seìndiri atauì orang lain, meìruìgikan 

keìuìangan atauì peìreìkonomian neìgara, dan meìngguìnakan keìweìnangan 

yang tidak seìmeìstinya beìrdasarkan cara-cara yang kotor. Deìfinisi 

dari koruìpsi seìndiri seìcara kompreìheìnsif teìrdapat dalam Pasal 2 

hingga Pasal 13 Uìndang-Uìndang Koruìpsi, peìngeìrtian dari masing-

masing Tindak Pidana Koruìpsi teìrseìbuìt diklasifikasikan beìrdasarkan 

deìlik peìrbuìatannya. 

g. Peìlakuì 

Peìlakuì meìnuìruìt Kamuìs Beìsar Bahasa Indoneìsia (KBBI) adalah 

orang yang meìlakuìkan suìatuì peìrbuìatan. Dalam duìnia huìkuìm, peìlakuì 

artinya adalah orang yang meìlakuìkan suìatuì peìrbuìatan huìkuìm. 

h. Meìninggal Duìnia 

Meìninggal Duìnia artinya adalah seìseìorang yang beìrnyawa teìlah 

meìngalami keìmatian atauì keìhilangan nyawa akibat suìatuì peìristiwa 

teìrteìntuì. Dalam hal ini orang yang meìninggal duìnia akan keìhilangan 

seìgala hak dan keìwajibannya seìlama hiduìp di duìnia. 
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E. Sistematika Penulisan 

Uìntuìk meìmuìdahkan peìnuìlis dalam meìnyuìsuìn skripsi ini, maka dipeìrluìkan 

keìrangka peìnuìlisan yang sisteìmatis. Sisteìmatika peìnuìlisan skripsi ini akan 

meìmuìat 5 (bab) yang teìrdiri dari: 

 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini meìmuìat latar beìlakang, peìrmasalahan dan ruìang linkuìp peìneìlitian, 

tuìjuìan dan keìguìnaan peìneìlitian, keìrangka teìoritis dan konseìptuìal, seìrta 

sisteìmatika peìnuìlisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meìmuìat beìrbagai peìngeìrtian dan teìori yang beìrkaitan deìngan 

peìneìlitian Analisis Peìran Jaksa Dalam Impleìmeìntasi Ganti Keìruìgian 

Keìuìangan Neìgara Pada Peìrkara Tindak Pidana Koruìpsi Teìrhadap Peìlakuì 

Yang Teìlah Meìninggal Duìnia. 

 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini meìmuìat meìtodeì-meìtodeì yang diguìnakan peìneìliti dalam meìlakuìkan 

peìneìlitian, teìrdiri dari peìndeìkatan masalah, suìmbeìr data, proseìduìr 

peìnguìmpuìlan dan peìngolahan data, seìrta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meìmuìat peìnyampaian deìskriptif beìruìpa peìmbahasan dari hasil 

peìneìlitian yang dilakuìkan oleìh peìneìliti meìlaluìi meìtodeì yuìridis normatif. 

Peìmbahasan meìlipuìti duìa ruìmuìsan masalah yang teìlah diangkat, yaituì 

meìnyajikan data teìrkait impleìmeìntasi ganti keìruìgian keìuìangan Neìgara 
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pada peìrkara Tindak Pidana Koruìpsi teìrhadap peìlakuì yang teìlah 

meìninggal duìnia dan peìmeìnuìhan aspeìk keìadilan, keìmanfaatan, dan 

keìpastian huìkuìm teìrhadap peìnjatuìhan puìtuìsan ganti ruìgi keìuìangan Neìgara 

teìrhadap Peìlakuì  Koruìpsi yang teìlah meìninggal duìnia. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini meìmuìat keìsimpuìlan dari hasil peìneìlitian yang teìlah dibahas dalam 

bab seìbeìluìmnya, seìrta meìmbeìrikan beìrbagai saran keì beìrbagai pihak 

teìrkait deìngan hasil peìneìlitian yang didapatkan seìbeìluìmnya. 

  



 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Tindak Pidana Korupsi  

Kata koruìpsi beìrasal dari bahasa latin corruìptio atauì corruìptuìs yang meìmiliki 

arti meìruìsak atauì meìnghancuìrkan. Sama seìpeìrti makna katanya, peìrbuìatan 

koruìpsi meìmang seìcara sadar dilakuìkan uìntuìk meìruìsak atauì meìnghancuìrkan 

suìatuì tatanan keìhiduìpan peìmeìrintahan dan meìruìsak keìpeìrcayaan puìblik keìpada 

peìmeìrintah. Seìdangkan koruìpsi meìnuìruìt huìkuìm adalah peìrbuìatan yang seìcara 

sadar dilakuìkan deìngan maksuìd uìntuìk meìmbeìrikan keìuìntuìngan yang 

beìrteìntangan deìngan tuìgas reìsmi dan hak orang lain.
17

 Pada dasarnya kata 

koruìpsi seìndiri suìdah tidak asing lagi di teìlinga masyarakat Indoneìsia, teìtapi 

uìntuìk deìfinisinya seìndiri seìlaluì beìruìbah dan beìreìvoluìsi pada tiap-tiap kondisi 

waktuì.  

 

Koruìpsi seìndiri seìbeìnarnya adalah beìntuìk dari keìjahatan paling teìrstruìktuìr 

kareìna peìrgeìrakannya yang sangat teìrorganisir deìngan meìlibatkan banyak 

orang di dalamnya. Oleìh seìbab ituì, Tindak Pidana Koruìpsi seìringkali dikeìnal 

deìngan seìbuìtan Whiteì Collar Crimeì yang artinya keìjahatan teìrseìbuìt dilakuìkan 

oleìh orang-orang deìngan keìduìduìkan yang tinggi deìngan tuìjuìan uìntuìk 

meìndapatkan keìuìntuìngan seìcara ileìgal dari peìrbuìatan yang dilakuìkannya. Pada 

                                                           
17

 Hendry Campbell Black, Black's Law Dictionary (St. Paul Minn: West Publishing, 1997), hlm. 

345. 
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dasarnya ada banyak seìkali peìngeìrtian koruìpsi di Indoneìsia, teìtapi intinya 

seìcara uìmuìm koruìpsi adalah keìgiatan yang beìrkaitan deìngan peìrbuìatan yang 

meìruìgikan keìpeìntingan puìblik atauì masyarakat luìas uìntuìk keìpeìntingan pribadi 

atauì keìlompok teìrteìntuì.
18

  

 

Para ahli dalam bidang koruìpsi juìga meìmiliki peìndapat teìrseìndiri teìrkait 

deìngan peìngeìrtian Tindak Pidana Koruìpsi. Salah satuìnya adalah Syeìd Huìseìn 

Alatas yang meìmbeìrikan peìngeìrtian koruìpsi seìbagai peìnyalahguìnaan amanah 

dalam meìnjalankan tuìgas hanya uìntuìk keìpeìntingan pribadinya saja.
19

 Intinya 

koruìpsi adalah seìrangkaian peìrbuìatan jahat dan cuìrang yang dilakuìkan 

beìrteìntangan deìngan moralitas dalam peìmeìrintahan dan masyarakat. 

 

Seìcara uìmuìm Tindak Pidana Koruìpsi dianggap seìbagai pidana formil kareìna 

meìnitikbeìratkan pada rangkaian peìrbuìatan peìlakuì yang “dapat” beìrpoteìnsi 

meìruìgikan keìuìangan neìgara (poteìntial loss).
20

 Teìtapi seìiring 

peìrkeìmbangannya, teìrdapat banyak peìrtanyaan yang muìncuìl akibat keìbeìradaan 

dari frasa “dapat” pada Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 Teìntang 

Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi seìbagaimana teìlah diuìbah deìngan 

Uìndang-Uìndang Nomor 20 Tahuìn 2001 Teìntang Peìruìbahan Atas Uìndang-

Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 Teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana 

Koruìpsi. Seìhingga pada peìrkeìmbangan teìrakhir, Tindak Pidana Koruìpsi di 

ruìmuìskan seìbagai pidana mateìriil deìngan meìnitikbeìratkan pada akibat 

                                                           
18

 BPKP, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP 

Jakarta, (1999), hlm. 257. 
19

 Syed Husein Alatas, Coruption; Its Nature, Causes and Consequences (Aldershot, Brookfield, 

Vt; Avebury, 1990). 
20

 Hendarman Supanji, Tindak Pidana Korupsi dan Penanggulangannya (Badan Penerbit 

Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 5. 
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peìrbuìatan peìlakuì yang seìcara nyata teìlah meìruìgikan kuìangan neìgara (actuìal 

loss). Peìruìbahan ruìmuìsan deìlik ini teìlah di sahkan pada Puìtuìsan Sidang 

Mahkamah Konstituìsi Nomor: 25/PUìUì-XIV/2016.  

 

Hal ituì yang keìmuìdian meìnjadi tolak uìkuìr teìrbaruì dari Tindak Pidana Koruìpsi 

di Indoneìsia adalah deìngan adanya keìruìgian neìgara yang dapat dihituìng seìcara 

langsuìng oleìh neìgara uìntuìk dimintai peìrtangguìngjawaban pidana 

peìngeìmbalian keìruìgian neìgara yang timbuìl akibat keìjahatan koruìpsi. Seìbab 

peìrhituìngan poteìnsi keìmuìngkinan pada frasa kata “dapat” meìnimbuìlkan 

banyak peìrmasalahatan huìkuìm, salah satuìnya adalah beìrteìntangan deìngan 

Uìndang-Uìndang Dasar 1945 dan tidak meìmiliki keìpastian huìkuìm yang 

meìngikat bagi peìlakuìnya. 

 

Tindak Pidana Koruìpsi seìndiri meìruìpakan keìjahatan yang meìmiliki dampak 

paling buìruìk bagi suìatuì neìgara. Seìbab korban dalam Tindak Pidana Koruìpsi 

buìkanlah individuì atauì orang-peìrorangan, meìlainkan Badan Peìmeìrintahan 

yang dalam ini adalah keìkayaan milik Neìgara. Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi 

tidak hanya meìlakuìkan peìrbuìatan koruìpsi deìngan meìngambil keìkayaan neìgara, 

namuìn juìga bisa dilakuìkan deìngan meìnyalahguìnakan keìweìnangan atas 

keìkuìasaan yang ada pada dirinya uìntuìk keìpeìntingan pribadi yang 

meìnguìntuìngkan dirinya seìndiri. Seìhingga beìntuìk peìlaksanaan dari Tindak 

Pidana Koruìpsi ini tidak hanya beìrfokuìs pada keìkayaan dalam beìntuìk uìang. 
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Uìndang-Uìndang Tindak Pidana Koruìpsi teìlah meìmbeìdakan keìjahatan koruìpsi 

meìnjadi beìbeìrapa jeìnis beìrdasarkan ruìmuìsan deìliknya, yaituì:
21

 

1. Koruìpsi yang beìrkaitan deìngan keìruìgian keìuìangan neìgara;  

2. Koruìpsi yang beìrkaitan deìngan peìnggeìlapan dalam jabatan;  

3. Koruìpsi yang beìrkaitan deìngan peìrbuìatan peìmeìrasan;  

4. Koruìpsi yang beìrkaitan deìngan peìrbuìatan cuìrang;  

5. Koruìpsi yang beìrkaitan deìngan beìntuìran keìpeìntingan dalam peìngadaan; 

6. Koruìpsi yang beìrkaitan deìngan suìap meìnyuìap;  

7. Koruìpsi yang beìrkaitan deìngan gratifikasi. 

 

Peìrbeìdaan jeìnis teìrseìbuìt diruìmuìskan beìrdasarkan proseìs peìlaksaan Tindak 

Pidana dan akibat dari yang ditimbuìlkan oleìh peìrbuìatan koruìpsi teìrseìbuìt. 

 

Seìdangkan meìnuìruìt UìNCAC, Tindak Pidana Koruìpsi di kateìgorikan dalam 

peìrbuìatan-peìrbuìatan seìbagai beìrikuìt:
22

 

1. Peìrbuìatan suìap meìnyuìap (bribeìry);  

2. Peìrbuìatan peìnggeìlapan (eìmbeìzzleìmeìnt);  

2. Peìrbuìatan peìnyalahguìnaan (misappropriation);  

3. Peìrbuìatan meìmpeìrdagangkan peìngaruìh (trading in influìeìnceì);  

4. Peìrbuìatan peìnyalahguìnaan keìweìnangan (abuìseì of fuìnctions);  

5. Peìrbuìatan meìmpeìrkaya deìngan cara teìrlarang (illicit eìnrichmeìnt);  

6. Peìrbuìatan suìap meìnyuìap di seìktor privat (bribeìry in theì privateì seìctor);  

7. Peìrbuìatan peìnggeìlapan aseìt di seìktor privat (eìmbeìzzleìmeìnt in privateì 

seìctor);  

8. Peìrbuìatan peìncuìcian uìang hasil keìjahatan (lauìndeìring of proceìeìds of 

crimeì); 

9. Peìrbuìatan peìnyeìmbuìnyian keìkayaan (conceìalmeìnt); dan  

10. Peìrbuìatan meìnghalangi proseìs huìkuìm (obstruìction of juìsticeì). 

 

Meìnuìruìt Syeìd Huìseìn Alatas teìrdapat beìbeìrapa ciri khas dalam seìrangkaian 

peìlaksanaan Tindak Pidana Koruìpsi, diantaranya yaituì:
23

 

1. Koruìpsi dilakuìkan leìbih dari satuì orang 

                                                           
21

 Tim Penulis KPK, Memahami Untuk Membasmi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006). 
22

 Ahmad Budi Suryanto, “Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap 

Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia”, Dharmasisya Vol 1, No 2, (2021): hlm. 5. 
23

 Kukuh Galang Waluyo, “Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya”, Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, 2022, URL: 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-

korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html, diakses pada 10 Agustus 2024. 

https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html
https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html
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2. Koruìpsi dilakuìkan seìcara rahasia 

3. Koruìpsi seìlaluì meìlibatkan keìwajiban dan keìuìntuìngan timbal balik 

4. Keìuìntuìngan dalam koruìpsi tidak seìlaluì beìruìpa uìang 

5. Peìlakuì  Koruìpsi seìlaluì meìncari ceìlah peìmbeìnaran huìkuìm 

6. Peìlakuì  Koruìpsi seìring teìrlibat dalam peìmbuìatan puìtuìsan  

7. Koruìpsi seìlaluì meìnganduìng peìrbuìatan meìnipuì 

8. Koruìpsi seìlaluì meìngkhianati keìpeìrcayaan puìblik 

9. Meìmeìnuìhi uìnsuìr dalam Uìndang-Uìndang Koruìpsi 

 

Keìmuìdian teìrdapat puìla uìnsuìr-uìnsuìr yang seìcara uìmuìm ada pada Uìndang-

Uìndang Koruìpsi, yaituì: 

1. Suìbjeìk huìkuìm 

2. Keìruìgian keìuìangan neìgara atauì peìreìkonomian neìgara 

3. Peìnyeìlahguìnaan keìweìnangan atauì jabatan 

4. Meìmpeìrkaya diri seìndiri atauì orang lain 

 

B. Ganti Rugi 

Ganti ruìgi meìruìpakan istilah yang eìrat kaitannya deìngan huìkuìm peìrdata. Ganti 

ruìgi seìndiri seìcara uìmuìm beìrarti meìngganti biaya atas seìsuìatuì yang meìruìgikan 

orang lain. Ganti ruìgi dalam konseìp huìkuìm peìrdata biasanya teìrjadi kareìna 

adanya peìrbuìatan meìlawan huìkuìm yang meìnimbuìlkan keìruìgian pada pihak 

lain. Teìtapi huìkuìm pidana juìga meìmiliki deìfinisi teìrkait deìngan ganti ruìgi. 

Pasal 1 Angka 22 KUìHAP meìndeìfinisikan ganti ruìgi seìbagai beìrikuìt: 

“Ganti keìruìgian adalah hak seìorang uìntuìk meìndapat peìmeìnuìhan atas 

tuìntuìtannya yang beìruìpa imbalan seìjuìmlah uìang kareìna ditangkap, ditahan, 

dituìntuìt atauìpuìn diadili tanpa alasan yang beìrdasarkan uìndang-uìndang atauì 

kareìna keìkeìliruìan meìngeìnai orangnya atauì huìkuìm yang diteìrapkan meìnuìruìt 

cara yang diatuìr dalam uìndang-uìndang ini.” 
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Beìrdasarkan keìteìntuìan huìkuìm peìrdata istilah ganti ruìgi teìrbagi meìnjadi 2 

(duìa), yaituì ganti ruìgi seìcara uìmuìm dan ganti ruìgi seìcara khuìsuìs. Ganti ruìgi 

seìcara uìmuìm adalah ganti ruìgi yang beìrlakuì uìntuìk seìmuìa kasuìs, baik 

wanpreìstasi, kontrak, mauìpuìn peìrbuìatan yang beìrkaitan deìngan peìrikatan juìga 

teìrmasuìk peìrbuìatan meìwalawan huìkuìm. Seìdangkan ganti ruìgi khuìsuìs, yaituì 

ganti ruìgi yang teìrbit dikareìnakan peìrikatan-peìrikatan teìrteìntuì, atauì yang teìrbit 

dari suìatuì peìrbuìatan meìlawan huìkuìm. Kitab Uìndang-Uìndang Huìkuìm Acara 

Peìrdata teìlah meìneìntuìkan peìrbuìatan-peìrbuìatan apa saja yang dapat dibeìrikan 

ganti ruìgi, diantaranya seìbagai beìrikuìt: 
24

 

1. Ganti ruìgi teìrhadap peìrbuìatan meìlawan huìkuìm (Pasal 1365) 

2. Ganti ruìgi teìrhadap peìrbuìatan yang dilakuìkan oleìh orang lain (Pasal 

1366 dan Pasal 1367) 

3. Ganti ruìgi teìrhadap peìmilik binatang (Pasal 1368) 

4. Ganti ruìgi teìrhadap peìmilik geìduìng yang ambruìk (Pasal 1369) 

5. Ganti ruìgi teìrhadap keìluìarga yang ditinggalkan oleìh orang yang dibuìnuìh 

(Pasal 1370) 

6. Ganti ruìgi akibat luìka atauì cacat anggota badan (Pasal 1371) 

7. Ganti ruìgi akibat peìnghinaan (Pasal 1380). 

 

Teìrdapat beìbeìrapa kateìgori ganti ruìgi yang dikeìnal dalam ilmuì huìkuìm, 

diantaranya:
25

 

a. Ganti ruìgi nominal, yaituì ganti ruìgi beìruìpa peìngeìmbalian seìjuìmlah uìang 

keìpda pihak yang diruìgikan. 

b. Ganti ruìgi peìnghuìkuìman, yaituì ganti ruìgi yang juìmlah nominalnya leìbih 

beìsar daripada juìmlah keìruìgian yang dialami oleìh pihak lain. 

c. Ganti ruìgi aktuìal, yaituì ganti ruìgi yang peìngeìmbaliannya seìsuìai deìngan 

keìruìgian yang timbuìl. 

                                                           
24 Munir Fuady, Op. Cit, hlm. 136-138. 
25

 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta 

Penerapan Hukumnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 568. 
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d. Ganti ruìgi campuìr aduìk, yaituì ganti ruìgi deìngan banyak variasi yang 

dimintakan oleìh pihak yang diruìgikan keìpada pihak yang meìruìgikan. 

Adapuìn syarat-syarat dalam meìngajuìkan guìgatan ganti ruìgi seìcara peìrdata, 

yaituì: 

a. Komponeìn keìruìgian, yang teìrdiri dari biaya, keìruìgian, buìnga. 

b. Waktuì muìlainya dihituìng keìruìgian teìrseìbuìt. 

c. Teìrjadi buìkan kareìna keìadaan forceì majuìreì. 

d. Keìruìgiannya teìlah teìrjadi seìcara nyata. 

e. Keìruìgiannya dapat diduìga seìbeìluìmnya. 

 

Dasar huìkuìm bagi peìnuìntuìtan ganti ruìgi teìrdapat dalam Pasal 1365 KUìHPeìr 

yang meìnyatakan bahwa: 

“Tiap peìrbuìatan yang meìlanggar huìkuìm dan meìmbawa keìruìgian keìpada orang 

lain, meìwajibkan orang yang meìnimbuìlkan keìruìgian ituì kareìna keìsalahannya 

uìntuìk meìnggantikan keìruìgian teìrseìbuìt.” 

 

Seìlain ganti ruìgi atas peìrbuìatan yang dilakuìkan seìndiri, teìrdapat puìla atuìran 

huìkuìm teìrkait deìngan tangguìng jawab peìmbayaran ganti ruìgi yang dilakuìkan 

oleìh orang lain, yaituì teìrcantuìm dalam Pasal 1367 KUìHPeìr yang meìnyatakan: 

“Seìseìorang tidak hanya beìrtangguìng jawab, atas keìruìgian yang diseìbabkan 

peìrbuìatannya seìndiri, meìlainkan juìga atas keìruìgian yang diseìbabkan 

peìrbuìatan-peìrbuìatan orang-orang yang meìnjadi tangguìngannya atauì 

diseìbabkan barang-barang yang beìrada di bawah peìngawasannya. Orangtuìa 

dan wali beìrtangguìng jawab atas keìruìgian yang diseìbabkan oleìh anak-anak 

yang beìluìm deìwasa, yang tinggal pada meìreìka dan teìrhadap siapa meìreìka 

meìlakuìkan keìkuìasaan orangtuìa atauì wali. Majikan dan orang yang meìngangkat 

orang lain uìntuìk meìwakili uìruìsanuìruìsan meìreìka, beìrtangguìng jawab atas 
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keìruìgian yang diseìbabkan oleìh peìlayan atauì bawahan meìreìka dalam 

meìlakuìkan peìkeìrjaan yang dituìgaskan keìpada orang-orang ituì. Guìruì seìkolah 

atauì keìpala tuìkang beìrtangguìng jawab atas keìruìgian yang diseìbabkan oleìh 

muìrid-muìridnya atauì tuìkang-tuìkangnya seìlama waktuì orang-orang ituì beìrada 

di bawah peìngawasannya. Tangguìng jawab yang diseìbuìtkan di atas beìrakhir, 

jika orangtuìa, guìruì seìkolah atauì keìpala tuìkang ituì meìmbuìktikan bahwa meìreìka 

masing-masing tidak dapat meìnceìgah peìrbuìatan ituì.” 

 

Ganti ruìgi seìndiri pada dasarnya adalah beìntuìk suìatuì huìkuìman bagi seìseìorang 

yang kareìna peìrbuìatannya meìngakibatkan keìruìgian pada orang lain, seìhingga 

haruìs beìrtangguìngjawab atas keìruìgian yang ditimbuìlkan teìrseìbuìt. Meìskipuìn di 

dalam huìkuìm peìrdata meìnyeìbuìtkan bahwa ganti ruìgi haruìs dibeìrikan dalam 

beìntuìk uìang. Namuìn meìnuìruìt para ahli dan beìbeìrapa yuìrispruìdeìnsi, ganti ruìgi 

bisa beìrbeìntuìk uìang dan buìkan uìang, yaituì: 

1. Ganti ruìgi mateìriil, yaituì keìruìgian dalam beìntuìk uìang atauì seìgala seìsuìatuì 

yang dapat dihituìng seìbagai uìang 

2. Ganti ruìgi imateìriil, yaituì keìruìgian dalam beìntuìk rasa sakit atauì 

peìndeìritaan yang dialami oleìh korban 

 

C. Kerugian Keuangan Negara 

Keìruìgian keìuìangan neìgara meìruìpakan salah uìnsuìr yang teìrdapat dalam 

Uìndang-Uìndang Koruìpsi. Istilah keìruìgian keìuìangan neìgara seìndiri meìmiliki 

beìbeìrapa peìrsamaan nomeìnklatuìr, seìpeìrti keìruìgian neìgara dan keìruìgian 

peìreìkonomian neìgara. Beìbeìrapa istilah dalam konteìks keìruìgian ini meìmiliki 

peìrbeìdaan dalam makna seìcara uìndang-uìndang atauìpuìn peìmeìnuìhan uìnsuìr 
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pasalnya. Peìngeìrtian keìruìgian neìgara seìcara uìmuìm seìndiri meìngacuì pada 

keìruìgian yang beìntuìknya bisa beìruìpa uìang atauì keìkayaan neìgara yang 

beìntuìknya buìkan uìang. Keìruìgian Neìgara meìnuìruìt Peìtuìnjuìk Badan Peìngawas 

Keìuìangan (BPK) adalah beìrkuìrangnya keìkayaan neìgara yang diseìbabkan oleìh 

peìrbuìatan meìlawan huìkuìm beìruìpa keìlalaian seìseìorang, dan/atauì keìadaan yang 

tidak teìrduìga di luìar keìmampuìan manuìsia (forceì majeìuìreì).
26

  

 

Keìruìgian neìgara dapat teìrjadi kareìna keìseìngajaan atauì keìtidakseìngajaan oleìh 

suìatuì Badan Peìmeìrintahan. Seìhingga konteìks keìruìgian neìgara tidak seìlaluì 

meìnitikbeìratkan pada peìrbuìatan koruìpsi, dan leìbih seìring diguìnakan dalam 

istilah Administrasi Neìgara. Hal ini teìntuìnya akan beìrbeìda deìngan istilah 

keìruìgian keìuìangan neìgara yang ideìntik deìngan peìrbuìatan koruìpsi. Keìruìgian 

keìuìangan neìgara dalam Tindak Pidana Koruìpsi meìruìpakan uìnsuìr uìtama yang 

teìrdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 

teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi seìbagaimana teìlah diuìbah 

deìngan Uìndang-Uìndang Nomor 20 tahuìn 2001 Teìntang Peìruìbahan Atas 

Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana 

Koruìpsi. Seìhingga teìrjadinya keìruìgian keìuìangan neìgara atauì peìreìkonomian 

neìgara adalah hasil keìseìngajaan dari Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi yang haruìs 

dibuìktikan dalam keìduìa Pasal teìrseìbuìt.  

 

Uìndang-Uìndang Nomor 20 tahuìn 2001 Teìntang Peìruìbahan Atas Uìndang-

Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi 

teìlah meìmaknai deìfinisi “Keìuìangan Neìgara” deìngan sangat jeìlas. Keìuìangan 

                                                           
26

 Theodarus M. Tuanakota, Loc.Cit. 
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neìgara adalah seìluìruìh keìkayaan neìgara dalam beìntuìk apapuìn yang dipisahkan 

atauì tidak dipisahkan, teìrmasuìk seìluìruìh bagian keìkayaan neìgara seìrta seìgala 

hak dan keìwajiban yang timbuìl kareìna dimiliki oleìh leìmbaga neìgara, 

BUìMN/BUìMD, yayasan, badan huìkuìm, dan peìruìsahaan yang meìndapatkan 

modal neìgara, atauì peìruìsahaan yang meìnganduìng modal pihak keìtiga 

beìrdasarkan peìrjanjian deìngan neìgara. 

 

Keìmuìdian teìrdapat puìla deìfinisi keìuìangan neìgara meìnuìruìt Uìndang-Uìndang 

Nomor 17 tahuìn 2003 teìntang Keìuìangan Neìgara, yaituì: “Keìuìangan Neìgara 

adalah seìmuìa hak dan keìwajiban neìgara yang dapat dinilai deìngan uìang, seìrta 

seìgala seìsuìatuì baik beìruìpa uìang mauìpuìn beìruìpa barang yang dapat dijadikan 

milik neìgara beìrhuìbuìng deìngan peìlaksanaan hak dan keìwajiban teìrseìbuìt.” 

Seìhingga beìrdasarkan deìfinisi keìuìangan neìgara beìrdasarkan Uìndang-Uìndang 

Koruìpsi dan Uìndang-Uìndang Keìuìangan Neìgara, dapat dimaknai bahwa yang 

dimaksuìd deìngan keìruìgian keìuìangan neìgara adalah beìntuìk keìhilangan 

keìkayaan neìgara yang beìruìpa uìang dan buìkan uìang yang di dalamnya teìrdapat 

barang beìrharga atas keìkayaan neìgara. 

 

Seìlain deìfinisi “Keìuìangan Neìgara”, Uìndang-Uìndang Nomor 20 tahuìn 2001 

Teìntang Peìruìbahan Atas Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 teìntang 

Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi juìga teìlah meìndeìfinisikan peìngeìrtian 

“Peìreìkonomian Neìgara” deìngan sangat jeìlas. Peìreìkonomian Neìgara adalah 

keìhiduìpan uìsaha yang disuìsuìn seìbagai uìsaha beìrsama beìrdasarkan asas 

keìkeìluìargaan atauì uìsaha mandiri masyarakat beìrdasarkan keìbijakan peìmeìrintah 

seìsuìai deìngan peìratuìran peìruìndang-uìndangan yang beìrlakuì baik di puìsat 
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mauìpuìn daeìrah, yang dapat meìmbeìrikan manfaat, keìmakmuìran dan 

keìseìjahteìraan dalam keìhiduìpan masyarakat. Seìhingga dapat dimaknai bahwa 

yang dimaksuìd deìngan keìruìgian peìreìkonomian neìgara adalah beìntuìk 

keìhilangan poteìnsi teìrhadap eìkonomi masyarakat yang meìnjadi suìmbeìr 

keìhiduìpan seìhari-hari. 

 

Proseìs peìrhituìngan keìruìgian neìgara baik yang beìrbeìntuìk keìuìangan neìgara atauì 

peìreìkonomian neìgara sama-sama dilakuìkan oleìh Badan Peìmeìriksa Keìuìangan 

(BPK). Hal ini teìrcantuìm dalam Pasal 14 Peìratuìran Badan Peìmeìriksa 

Keìuìangan RI Nomor 1 tahuìn 2020 yang meìnyatakan bahwa: 

“Peìnghituìngan Keìruìgian Neìgara/Daeìrah dilakuìkan oleìh BPK dalam proseìs 

peìnyidikan suìatuì tindak pidana oleìh instansi yang beìrweìnang” 

Hal ini meìngisyaratkan bahwa proseìs peìnghituìngan keìruìgian neìgara yang 

teìrindikasi seìbagai peìrbuìatan pidana, maka akan dilakuìkan oleìh Badan 

Peìmeìriksa Keìuìangan (BPK). 

 

Theìodoruìs M. Tuìanakotta meìmbeìdakan jeìnis-jeìnis keìruìgian keìuìangan neìgara 

beìrdasarkan asal keìruìgian teìrseìbuìt timbuìl. Beìrdasarkan pohon keìruìgian 

keìuìangan neìgara teìrdapat 4 cabang, yaituì: 

1. Keìruìgian keìuìangan neìgara yang beìrkaitan deìngan aseìt (Asseìt) 

2. Keìruìgian keìuìangan neìgara yang beìrkaitan deìngan Keìwajiban (Liability) 

3. Keìruìgian keìuìangan neìgara yang beìrkaitan deìngan Peìneìrimaan (Reìveìnuìeì) 

4. Keìruìgian keìuìangan neìgara yang beìrkaitan deìngan Peìngeìluìaran 

(Eìxpeìndituìreì)
27

 

                                                           
27

 Ibid, hlm. 64-74. 
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D. Gugatan In Rem 

Guìgatan In Reìm adalah suìatuì uìpaya huìkuìm yang dilakuìkan oleìh aparatuìr 

neìgara, dalam hal ini Keìjaksaan, guìna meìngguìgat harta beìnda peìlakuì Tindak 

Pidana, keìluìarga, atauì kroni-kroninya yang asalnya dipeìroleìh dari Tindak 

Pidana yang beìluìm diseìleìsaikan seìcara pidana.
28

 Atuìran teìrkait deìngan guìgatan 

In Reìm ini seìbeìnarnya seìcara implisit mirip deìngan yang teìrtuìang dalam Pasal 

10 huìruìf b angka 2 KUìHP teìntang pidana tambahan beìruìpa peìrampasan 

barang-barang teìrteìntuì milik peìlakuì yang beìrasal atauì diguìnakan dalam Tindak 

Pidana. Seìhingga uìpaya huìkuìm ini meìmiliki huìbuìngan yang sangat eìrat deìngan 

instruìmeìnt huìkuìm pidana, khuìsuìsnya pada Tindak Pidana yang beìrkaitan 

deìngan keìuìangan.  

 

Guìgatan In Reìm meìmiliki fuìngsi peìnting seìbagai alat peìnanganan peìrkara 

pidana meìlaluìi jaluìr peìrdata kareìna meìmiliki peìran huìkuìm non litigasi dalam 

peìngeìmbalian aseìt hasil Tindak Pidana. Khuìsuìsnya dalam peìrkara Tindak 

Pidana Koruìpsi, peìran huìkuìm pidana tidak seìrta meìrta seìlaluì beìrhasil dalam 

meìncapai tuìjuìan akhir peìngeìmbalian keìruìgian neìgara yang timbuìl akibat 

peìrbuìatan peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi. Seìhingga keìbeìrlakuìan teìrkait adanya 

guìgatan In Reìm meìmiliki peìran yang kuìat dalam peìncapaian tuìjuìan 

peìnanganan Tindak Pidana Koruìpsi. 

 

Beìrdasarkan atuìran huìkuìm di Indoneìsia, seìbeìnarnya beìluìm teìrdapat ruìmuìsan 

uìndang-uìndang yang meìmbahas seìcara khuìsuìs bagaimana meìkanismeì 

                                                           
28

 Renie Aryandani, “Mengenal Gugatan In Rem Dan Dasar Hukumnya”, Hukum Online, 2024, 

URL: https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-gugatan-iin-rem-i-lt56d44b0b91541/, diakses 

pada 2 September 2024. 
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peìlaksanaan guìgatan In Reìm. Namuìn, dalam Uìndang-Uìndang Tindak Pidana 

Koruìpsi seìndiri ruìmuìsan teìrkait peìneìrapan guìgatan In Reìm teìlah diatuìr deìngan 

teìgas. Seìlain ituì pada Rancangan Uìndang-Uìndang Peìrampasan Aseìt juìga 

dibahas meìngeìnai peìrampasan aseìt-aseìt yang beìrsuìmbeìr dari keìgiatan Tindak 

Pidana guìna meìmiskinkan peìlakuì agar meìndapatkan eìfeìk jeìra yang seìtimpal 

atas peìrbuìatannya. 

 

Teìrdapat seìdikit peìrbeìdaan pada peìlaksanaan guìgatan In Reìm yang diteìrapkan 

dalam seìngkeìta peìrdata deìngan yang diteìrapkan pada peìrkara Tindak Pidana 

Koruìpsi. Peìrbeìdaanya teìrleìtak pada objeìk dan suìbjeìk guìgatannya, apabila 

dalam In Reìm seìngkeìta peìrdata maka objeìknya haruìs seìcara jeìlas adalah 

guìgatan keìbeìndaan dan suìbjeìknya adalah pihak yang beìrseìngkeìta teìrhadap 

beìnda teìrseìbuìt. Namuìn apabila In Reìm peìrkara koruìpsi, objeìknya adalah aseìt 

peìlakuì yang beìrasal dari Tindak Pidana Koruìpsi atauì aseìt ahli waris peìlakuì 

koruìpsi yang kareìna kuìrangnya aseìt peìlakuì seìhingga aseìt ahli warisnya tuìruìt 

dipeìrkarakan deìngan tuìjuìan uìntuìk meìluìnasi huìtang keìruìgian neìgara yang ada. 

Suìbjeìknya puìn dalam hal ini bisa peìlakuì ituì seìndiri apabila masih hiduìp dan 

ahli waris atauì pihak keìtiga lainnya apabila peìlakuì teìlah meìninggal duìnia. 

 

Meìkanismeì guìgatan In Reìm seìcara ideìal diguìnakan uìntuìk meìnangani peìrkara 

yang suìlit meìmpidanakan peìlakuì, yaituì seìpeìrti:
29

 

1. Peìlakuì meìruìpakan buìronan;  

2. Peìlakuì meìninggal duìnia;  

3. Peìlakuì meìmiliki keìkeìbalan huìkuìm;  

4. Peìlakuì meìmiliki reìlasi kuìasa;  

5. Peìlakuì tidak dikeìtahuìi teìtapi hasil tindak pidana diteìmuìkan; 

                                                           
29

 Wahyudi Hafiludin, “Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Dengan 

Tindak Pidana Korupsi”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2010). hlm. 35. 
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6. Aseìt dikuìasai pihak keìtiga yang tidak beìrsalah; 

7. Tidak teìrdapat buìkti yang cuìkuìp uìntuìk diajuìkan dalam peìngadilan 

pidana. 

 

 

Apabila peìrampasan aseìt dilakuìkan seìcara pidana maka haruìs meìleìwati sidang 

pidana yang meìmbuìktikan peìrbuìatan pidana yang dilakuìkan oleìh peìlakuì 

teìrleìbih dahuìluì. Akan teìtapi, apabila peìrampasan aseìt dilakuìkan meìngguìnakan 

guìgatan In Reìm maka proseìs peìmbuìktiannya hanya beìrfokuìs pada statuìs 

keìbeìndaannya. Jika statuìs keìbeìndaannya milik peìlakuì, keìluìarga peìlakuì, atauì 

kroni-kroninya yang masih beìrkaitan deìngan Tindak Pidana, maka proseìs 

peìnyitaannya akan jauìh leìbih muìdah dan eìfisieìn. Teìruìtama dalam guìgatan In 

Reìm uìntuìk peìrkara koruìpsi yang peìlakuìnya teìlah meìninggal duìnia, Jaksa 

Peìngacara Neìgara hanya peìrluì meìmbuìktikan statuìs keìbeìndaan dari aseìt 

teìrseìbuìt dan meìmuìktikan bahwa peìlakuì yang meìninggal teìrseìbuìt teìlah 

meìngakibatkan keìruìgian neìgara. Seìhingga ahli waris peìlakuì meìlaluìi guìgatan In 

Reìm peìrluì meìluìnasi huìtang keìruìgian neìgara baik meìngguìnakan aseìt milik 

peìlakuì yang ada atauì apabila masih kuìrang juìmlahnya dapat ditambah deìngan 

aseìt pribadi milik ahli warisnya. 

 

E. Golongan Ahli Waris Perdata  

Huìkuìm waris peìrdata adalah huìkuìm yang meìngatuìr harta warisan, keìwajiban, 

dan hak dari seìseìorang yang teìlah meìninggal keìpada ahli waris atauì keìluìarga 

yang beìrhak meìneìrimanya. Dasar huìkuìm waris peìrdata teìlah diruìmuìskan 

dalam Pasal 830 Kitab Uìndang-Uìndang Huìkuìm Peìrdata, yaituì “Peìwarisan 

hanya beìrlangsuìng kareìna keìmatian”, artinya peìwarisan harta warisan, 

keìwajiban, dan hak oleìh peìwaris keìpada ahli waris hanya bisa dilakuìkan 
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seìteìlah teìrjadinya keìmatian dari peìwaris.
30

 Seìhingga apapuìn yang ditinggalkan 

oleìh peìwaris seìteìlah keìmatian meìnjadi milik dan tangguìng jawab ahli 

warisnya. Meìnuìruìt Huìkuìm Peìrdata Indoneìsia, ahli waris dikeìlompokan 

meìnjadi duìa jeìnis, yang peìrtama adalah golongan ahli waris yang 

keìbeìradaanya teìlah diteìntuìkan oleìh Uìndang-Uìndang, dan yang keìduìa adalah 

ahli waris yang timbuìl akibat peìrbuìatan huìkuìm si peìwaris seìlama hiduìpnya. 

 

Orang-orang yang teìrlibat dalam peìwarisan diseìbuìt seìbagai peìwaris dan ahli 

waris. Peìwaris dalam huìkuìm peìrdata adalah orang yang teìlah dinyatakan 

meìninggal seìcara huìkuìm seìrta meìmiliki harta dan keìwajiban huìkuìm yang 

dapat diwariskan. Seìdangkan ahli waris adalah orang-orang yang dalam huìkuìm 

peìrdata dapat meìneìrima warisan dari peìwaris seìcara huìkuìm.
31

 Teìtapi dalam 

huìkuìm peìrdata juìga meìngatuìr teìrkait deìngan peìngeìcuìalian teìrhadap ahli waris 

yang tidak dapat meìneìrima warisan dari peìwaris, yaituì teìrdapat Pasal 838 

KUìHPeìr dianataranya adalah: 

a. Ahli waris yang meìmbuìnuìh atauì beìruìsaha meìmbuìnuìh si peìwaris. 

b. Ahli waris yang peìrnah meìmfitnah peìwaris beìrdasarkan puìtuìsan hakim. 

c. Ahli waris yang teìlah deìngan keìkeìrasan uìntuìk meìmbatalkan wasiat 

peìwaris. 

d. Ahli waris yang meìnggeìlapkan, meìruìsak, atauì meìnghilangkan suìrat 

wasiat peìwaris. 

 

Seìhingga beìrdasarkan huìkuìm yang beìrlakuì, apabila ahli waris teìlah meìlakuìkan 

salah satuì dari peìrbuìatan yang dilarang teìrseìbuìt, maka hak uìntuìk meìwaris 

                                                           
30 Indah Ratna Sari, “Perbandingan Hukum Waris Islam, Perdata, Dan Adat Melayu Deli”, 

Academia Edu, (2018), hlm. 5. 
31

 Elviana Sagala, Op. Cit, hlm. 3. 
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dianggap batal atauì tidak sah. Lain halnya apabila ahli waris yang yang 

ditinggalkan oleìh peìwaris meìlakuìkan peìnolakan keì keìpaniteìraan Peìngadilan 

Neìgeìri uìntuìk meìlakuìkan peìmbatalan seìbagai ahli waris. Hal ini teìlah diatuìr 

dalam Pasal 1057 KUìHPeìr yang beìrbuìnyi: 

“Peìnolakan suìatuì warisan haruìs dilakuìkan deìngan teìgas, dan haruìs teìrjadi 

deìngan cara meìmbeìrikan peìrnyataan di keìpaniteìraan Peìngadilan Neìgeìri yang 

dalam daeìrah huìkuìmnya warisan ituì teìrbuìka.” 

 

1. Wuìjuìd Warisan 

Meìnuìruìt huìkuìm waris peìrdata, yang beìrpindah di dalam peìwarisan 

adalah hak dan keìwajiban dalam lapangan harta keìkayaan yang dapat 

dinilai deìngan uìang. Artinya, yang diwariskan pada prinsipnya adalah  

hak dan keìwajiban yang dapat dinilai deìngan uìang, keìcuìali dalam hal-hal 

teìrteìntuì, yaituì:
32

 

a. Peìmbeìrian kuìasa akan beìrakhir pada saat meìninggalnya si peìmbeìri 

kuìasa (Pasal 1813 KUìHPeìr). 

b. Huìbuìngan keìrja yang sifatnya sangat pribadi dan tidak dapat 

beìralih keìpada ahli warisnya (Pasal 1601 KUìHPeìr). 

c. Keìanggotaan dalam suìatuì peìrseìroan tidak akan beìralih keìpada ahli 

warisnya (Pasal 1646 KUìHPeìr). 

d. Hak pakai hasil akan beìrakhir pada saat meìninggalnya orang yang 

meìmpuìnyai hak teìrseìbuìt (Pasal 807 KUìHPeìr). 

 

  

                                                           
32

 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 213. 
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2. Syarat-Syarat Meìwaris 

Deìngan deìmikian pada prinsipnya, ahli waris teìrseìbuìt haruìs meìmeìnuìhi 

syarat seìbagai beìrikuìt:
33

 

a. Ahli waris masih hiduìp pada saat warisan teìrbuìka. 

b. Ahli waris haruìs meìmiliki huìbuìngan darah deìngan peìwaris atauì ia 

adalah janda atauì duìda. 

c. Ahli waris buìkanlah orang yang tidak patuìt uìntuìk meìwaris. 

d. Ahli waris tidak meìnolak warisan. 

 

3. Golongan Ahli Waris Meìnuìruìt Uìndang-Uìndang 

Ahli waris yang beìrhak meìneìrima harta keìkayaan beìseìrta tangguìng 

jawab uìtang piuìtang dari peìwaris suìdah dibagi beìrdasarkan golongan 

yang diatuìr oleìh Uìndang-Uìndang. Golongan teìrseìbuìt diantaranya teìrdiri 

dari:
34

 

a. Golongan 1, yakni teìrdiri dari suìami-istri dan anak beìseìrta 

keìtuìruìnannya; 

b. Golongan 2, yakni teìrdiri dari orangtuìa dan sauìdara-sauìdara beìseìrta 

keìtuìruìnannya; 

c. Golongan 3, yakni teìrdiri dari kakeìk dan neìneìk seìrta seìteìruìsnya keì 

atas; 

d. Golongan 4, yakni teìrdiri dari keìluìarga dalam garis meìnyamping 

yang leìbih jauìh, teìrmasuìk sauìdara-sauìdara ahli waris golongan III 

beìseìrta keìtuìruìnannya.  

                                                           
33

 Ibid. 
34

 P. N. H. Simanjuntak, Op. Cit, hlm. 219. 
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4. Keìwajiban Ahli Waris 

Huìkuìm waris peìrdata meìngatuìr beìbeìrapa keìwajiban yang haruìs 

dilaksakan oleìh ahli waris yang ditinggalkan harta warisan oleìh peìwaris, 

keìwajiban teìrseìbuìt diantaranya adalah: 

a. Ahli waris wajib meìmeìlihara dan meìnjaga harta warisan seìbeìluìm 

dibagikan keìpada masing-masing ahli waris yang beìrhak meìneìrima 

warisan. 

b. Ahli waris tidak boleìh meìngguìnakan harta warisan seìbeìluìm seìcara 

reìsmi meìneìrima warisan teìrseìbuìt seìbagai bagiannya. 

c. Ahli waris dari golongan yang paling uìtama haruìs meìruìndingkan 

teìrleìbih dahuìluì teìrkait sisteìm peìmbagian warisan yang ada. 

d. Ahli waris yang teìlah meìneìrima warisan wajib meìluìnasi huìtang-

huìtang yang ditinggalkan peìwaris seìmasa hiduìpnya. 

e. Ahli waris wajib meìlaksanakan wasiat yang dituìlis oleìh peìwaris 

(apabila teìrdapat wasiat).

 

  



 

III. METODE PENELITIAN  

 

A. Pendekatan Masalah 

Peìneìlitian ini meìngguìnakan meìtodeì yuìridis normatif yang meìneìkankan pada 

peìnguìmpuìlan data meìlaluìi suìmbeìr keìpuìstakaan Uìndang-Uìndang dan suìmbeìr 

huìkuìm lainnya. Peìneìlitian huìkuìm normatif (leìgal reìseìarch) atauì biasa juìga 

diseìbuìt deìngan peìneìlitian stuìdi dokuìmeìn, yaituì peìneìlitian yang peìndeìkatannya 

meìngguìnakan suìmbeìr-suìmbeìr huìkuìm beìruìpa peìratuìran huìkuìm, 

puìtuìsan/keìpuìtuìsan peìngadilan, kontrak/peìrjanjian/peìrjanjian, teìori huìkuìm dan 

peìndapat ahli. Nama lain dari peìneìlitian huìkuìm normatif adalah peìneìlitian 

huìkuìm doktrinal atauì dikeìnal juìga deìngan peìneìlitian keìpuìstakaan atauì 

peìneìlitian dokuìmeìn.
35

 Beìrdasarkan peìndapat teìrseìbuìt, dapat dikatakan bahwa 

peìneìlitian huìkuìm normatif meìmang di fokuìskan dalam peìncarian dan 

peìnuìmpuìlan suìmbeìr data meìlaluìi atuìran huìkuìm yang ada deìngan meìlakuìkan 

analisis yang meìndalam teìrkait deìngan peìrmasalahan yang beìrkoreìlasi deìngan 

atuìran huìkuìm teìrseìbuìt.  

 

Analisis yang dilakuìkan dalam peìneìlitian ini akan meìmbahas teìrkait deìngan 

impleìmeìntasi ganti keìruìgian keìuìangan neìgara dalam peìrkara Tindak Pidana 

                                                           
35

 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 13. 
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Koruìpsi teìrhadap peìlakuì yang teìlah meìninggal duìnia meìlaluìi ahli warisnya. 

Peìneìlitian ini akan dilakuìkan meìngguìnakan peìndeìkatan masalah seìcara 

objeìktif meìngeìnai peìneìrapan ganti keìruìgian keìuìangan neìgara oleìh ahli waris 

Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi yang teìlah meìninggal duìnia seìcara koheìreìnsi 

deìngan didasarkan pada Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 Teìntang 

Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi seìbagaimana teìlah diuìbah deìngan 

Uìndang-Uìndang Nomor 20 Tahuìn 2001 Teìntang Peìruìbahan Atas Uìndang-

Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 Teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana 

Koruìpsi. Seìhingga, proseìs peìngambilan data yang akan dilakuìkan peìnuìlis 

adalah beìrdasar pada peìndeìkatan masalah seìcara normatif yang meìngacuì pada 

tuìlisan-tuìlisan huìkuìm teìrkait deìngan masalah yang diangkat dalam peìneìlitian 

ini dan juìga meìlakuìkan wawancara deìngan beìbeìrapa narasuìmbeìr guìna 

meìnguìatkan hasil peìneìlitian yang didapatkan meìlaluìi suìmbeìr keìpuìstakaan. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Suìmbeìr data yang diguìnakan dalam peìneìlitian ini adalah data seìkuìndeìr, yaituì 

suìmbeìr data yang dipeìroleìh dari bahan keìpuìstakaan, baik beìruìpa bahan huìkuìm 

primeìr, bahan huìkuìm seìkuìdeìr, mauìpuìn bahan huìkuìm teìrsieìr. 

1. Bahan Huìkuìm Primeìr meìruìpakan suìmbeìr huìkuìm uìtama yang dijadikan 

bahan liteìratuìr di duìnia huìkuìm. Dalam peìneìlitian ini yang akan dijadikan 

Bahan Huìkuìm Primeìr, yaituì teìrdiri dari: 

a. Kitab Uìndang-Uìndang Huìkuìm Pidana 

b. Kitab Uìndang-Uìndang Huìkuìm Acara Pidana 

c. Kitab Uìndang-Uìndang Huìkuìm Peìrdata 

d. Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan 

Tindak Pidana Koruìpsi 
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e. Uìndang-Uìndang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìruìbahan Atas 

Uìndang- Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan 

Tindak Pidana Koruìpsi 

f. Uìndang-Uìndang Nomor 16 Tahuìn 2004 Teìntang Keìjaksaan 

Reìpuìblik Indoneìsia 

g. Uìndang-Uìndang Nomor 17 Tahuìn 2003 teìntang Keìuìangan Neìgara 

h. Uìndang-Uìndang Teìrkait 

i. Peìratuìran Jaksa Aguìng Reìpuìblik Indoneìsia Nomor : Peìr-

025/A/Ja/11/2015 teìntang Peìtuìnjuìk Peìlaksanaan Peìneìgakan 

Huìkuìm, Bantuìan Huìkuìm, Peìrtimbangan Huìkuìm, Tindakan Huìkuìm 

Lain Dan Peìlayanan Huìkuìm Di Bidang Peìrdata Dan Tata Uìsaha 

Neìgara 

 

2. Bahan Huìkuìm Seìkuìndeìr meìruìpakan suìmbeìr liteìratuìr huìkuìm yang dapat 

meìnjeìlaskan Bahan Huìkuìm Primeìr. Dalam peìneìlitian ini yang akan 

dijadikan Bahan Huìkuìm Seìkuìndeìr, yaituì teìrdiri dari: 

a. Buìkuì 

b. Juìrnal 

c. Puìtuìsan Peìngadilan 

d. Peìndapat Ahli 

e. Kasuìs-Kasuìs Huìkuìm 

f. Artikeìl 

 

3. Bahan Huìkuìm Teìrsieìr  meìruìpakan suìmbeìr liteìratuìr huìkuìm yang dapat 

meìmbeìrikan peìngeìrtian teìrkait Bahan Huìkuìm Primeìr dan Seìkuìndeìr. 

Dalam peìneìlitian ini yang akan dijadikan Bahan Huìkuìm Teìrsieìr, yaituì 

teìrdiri dari: 

a. Kamuìs Beìsar Bahasa Indoneìsia 

b. Kamuìs Bahasa Inggris 

c. Kamuìs Huìkuìm 

d. Inteìrneìt atauì Weìbseìiteì 
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C. Penentuan Narasumber 

Narasuìmbeìr atauì orang yang akan di wawancara dalam peìneìlitian ini adalah 

Jaksa Peìnuìntuìt Uìmuìm Bidang Tindak Pidana Khuìsuìs Keìjaksaan Tinggi 

Lampuìng, Jaksa Peìngacara Neìgara Bidang Peìrdata Keìjaksaan Tinggi 

Lampuìng, Advokat LBH IKA Fakuìltas Huìkuìm Uìniveìrsitas Lampuìng, dan 

Akadeìmisi Fakuìltas Huìkuìm Uìniveìrsitas Lampuìng. Para narasuìmbeìr teìrseìbuìt 

dirasa teìpat uìntuìk meìnjeìlaskan teìrkait deìngan impleìmeìntasi ganti keìruìgian 

neìgara oleìh Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi yang teìlah meìninggal duìnia. 

Peìneìntuìan narasuìmbeìr teìrseìbuìt dapat dirincikan sabagai beìrikuìt: 

1. Jaksa Bidang Peìrdata Keìjaksaan Tinggi Lampuìng       : 1 orang  

2. Jaksa Bidang Pidana Khuìsuìs Keìjaksaan Tinggi Lampuìng    : 1 orang 

3. Advokat LBH IKA Fakuìltas Huìkuìm Uìniveìrsitas Lampuìng  : 1 orang 

4. Akadeìmisi Fakuìltas Huìkuìm Uìniveìrsitas Lampuìng         : 1 orang+ 

Jumlah         : 4 orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Proseìduìr Peìnguìmpuìlan Data 

Uìntuìk meìnguìmpuìlkan data peìneìlitian, peìnuìlis meìngguìnakan meìtodeì 

keìpuìstakaan atauì peìneìlitian dokuìmeìn, yang dilakuìkan deìngan cara 

meìnguìmpuìlkan dan meìmpeìlajari bahan huìkuìm primeìr dan seìkuìndeìr yang 

beìrkaitan deìngan peìneìlitian ini, dan meìngguìnakan bahan huìkuìm teìrsieìr 

yang beìrkaitan deìngan impleìmeìntasi ganti keìruìgian keìuìangan neìgara 

teìrhadap Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi yang teìlah meìninggal duìnia. 

Keìgiatan ini dilakuìkan deìngan beìbeìrapa tahapan, yaituì: 
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a. Peìreìncanaan, yaituì tahap meìreìncanakan konseìp dan peìrtanyaan 

peìneìlitian yang akan dilakuìkan. 

b. Peìmilihan Meìtodeì Peìneìlitian, yaituì proseìs peìneìntuìan meìtodeì 

peìneìlitian apa yang akan diguìnakan peìnuìlis dalam peìneìlitiannya. 

c. Peìngeìmbangan Instruìmeìn, yaituì proseìs meìngeìmbangkan instruìmeìnt 

peìneìlitian agar meìnghasilkan data yang valid. 

d. Peìlaksanaan, yaituì proseìs meìlaksanakan peìnguìmpuìlan data deìngan 

meìngguìnakan meìtodeì peìneìlitian yang teìlah dirancang seìbeìluìmnya 

deìngan baik. 

 

2. Proseìduìr Peìngolahan Data 

Data yang teìlah dipeìroleìh, baik meìlaluìi bahan huìkuìm primeìr, seìkuìndeìr, 

mauìpuìn teìrsieìr, keìmuìdian dilauìkan peìngolahan deìngan meìlakuìkan 

peìngeìceìkan dan reìleìvansi data seìsuìai deìngan peìrmasalahan yang diangkat 

uìntuìk meìnjadi seìbuìah peìneìlitian. Dilakuìkan deìngan meìngguìnakan 

beìbeìrapa cara, yaituì: 

a. Ideìntifikasi, yaituì keìgiatan meìneìlaah kuìmpuìlan data baik beìruìpa 

bahan huìkuìm primeìr, bahan huìkuìm seìkuìndeìr, atauì bahan huìkuìm 

teìrsieìr yang teìlah dipeìroleìh uìntuìk dikaitkan deìngan peìrmasalahan 

yang ada. 

b. Klasifikasi, yaituì keìgiatan peìngeìlompokan data yang teìlah di 

ideìntifikasi meìnuìruìt peìrmasalahan yang seìsuìai deìngan cara yang 

objeìktif. 
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c. Sisteìmatisasi, yaituì keìgiatan meìnyuìsuìn data uìntuìk meìnjadi satuì 

keìsatuìan keìrangka peìneìlitian agar meìmuìdahkan peìneìliti dalam 

meìnjawab peìrmasalahan yang ada. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah keìgiatan meìngintreìpeìrtasi data deìngan meìnghuìbuìngkan 

satuì data deìngan data yang lain seìhingga meìnghasilkan suìatuì keìsimpuìlan. 

Peìnuìlisan skripsi ini akan dilakuìkan deìngan meìtodeì Deìskriptif Kuìalitatif, yaituì 

meìneìlaah seìcara normatif data-data yang ada, keìmuìdian meìnjeìlaskan seìcara 

sisteìmatis data yang dipeìroleìh teìrseìbuìt deìngan kuìalitatif meìngguìnakan bahasa 

yang teìratuìr, ruìntuìt, logis, dan tidak saling tuìmpang tindih agar meìnciptakan 

jawaban yang eìfeìktif bagi peìmbaca skripsi ini. Seìhingga informasi yang teìrsaji 

uìntuìk meìnjawab peìrmasalahan dalam peìneìlitian ini dapat diuìraikan deìngan 

jeìlas dan muìdah dipahami oleìh para peìmbaca. 

  



 

 

V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Beìrdasarkan hasil peìneìlitian dan peìmbahasan diatas, maka dapat ditarik 

keìsimpuìlan seìbagai beìrikuìt: 

1. Peìran Jaksa Peìngacara Neìgara dalam meìlaksanakan guìgatan In Reìm 

teìrhadap peìrkara koruìpsi yang peìlakuìnya meìninggal duìnia teìlah diatuìr 

dalam  Pasal 33 dan Pasal 34 Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 

teìntang Peìmbeìrantasan Tindak Pidana Koruìpsi seìbagaimana teìlah diuìbah 

deìngan Uìndang-Uìndang Nomor 20 Tahuìn 2001 teìntang Peìruìbahan Atas 

Uìndang-Uìndang Nomor 31 Tahuìn 1999 teìntang Peìmbeìrantasan Tindak 

Pidana Koruìpsi dan diatuìr dalam Peìratuìran Jaksa Aguìng Reìpuìblik Indoneìsia 

Nomor: Peìr-025/A/Ja/11/2015 teìntang Peìtuìnjuìk Peìlaksanaan Peìneìgakan 

Huìkuìm, Bantuìan Huìkuìm, Peìrtimbangan Huìkuìm, Tindakan Huìkuìm Lain 

Dan Peìlayanan Huìkuìm Di Bidang Peìrdata Dan Tata Uìsaha Neìgara.  

 

Keìteìntuìan teìrseìbuìt meìngatuìr peìran apa saja yang dapat dilakuìkan Jaksa 

Peìngacara Neìgara dalam proseìs peìnanganan peìrdata peìrkara Tindak Pidana 

Koruìpsi, diantaranya yaituì Jaksa Peìngacara Neìgara beìrpeìran dalam 

meìngajuìkan, meìmbuìat, dan meìmbuìktikan guìgatan teìrhadap ahli waris 

peìlakuì koruìpsi yang teìlah meìninggal duìnia. Seìlain ituì Jaksa Peìngacara 

Neìgara juìga beìrpeìran dalam meìlakuìkan sita jaminan atas aseìt-aseìt yang 
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beìrasal dari Tindak Pidana Koruìpsi dan juìga beìrpeìran peìnting dalam 

peìncapaian tuìjuìan reìcoveìry peìngeìmbalian huìtang keìruìgian neìgara yang 

ditinggalkan oleìh peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi yang teìlah meìninggal 

duìnia meìlaluìi ahli warisnya. 

 

2. Teìrdapat beìbeìrapa faktor peìnduìkuìng dan peìnghambat yang dapat 

meìmpeìngaruìhi peìlaksanaan guìgatan In Reìm, yaituì kareìna adanya peìralihan 

proseìs huìkuìm yang muìlanya meìlaluìi instruìmeìnt huìkuìm pidana beìralih 

meìngguìnakan instruìmeìnt huìkuìm peìrdata. Hal ini meìmbeìrikan peìngaruìh 

yang cuìkuìp beìsar dalam proseìs peìlaksanaan guìgatan. Faktor yang 

meìnduìkuìng peìlaksanaan guìgatan In Reìm, yaituì teìrdapat atuìran huìkuìm yang 

jeìlas teìrkait deìngan proseìduìr peìlaksanaan guìgatan peìrdata oleìh Jaksa 

Peìngacara Neìgara, teìrdapat atuìran huìkuìm yang meìmpeìrteìgas 

peìrtangguìngjawaban ahli waris Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi teìrhadap 

keìruìgian neìgara yang timbuìl akibat peìrbuìatan peìwarisnya, dan adanya 

keìbijakan peìneìluìsuìran aseìt dan peìnyitaan aseìt seìmeìntara yang dilakuìkan 

oleìh Peìnyidik pada saat proseìs peìradilan pidana beìrjalan. 

 

Keìmuìdian dari faktor yang meìnghambat proseìs peìlaksanaan guìgatan In 

Reìm, yaituì masih adanya peìrteìntangan hak dan keìwajiban teìrhadap posisi 

peìrtangguìngjawaban ahli waris peìlakuì yang meìninggal duìnia uìntuìk 

meìluìnasi huìtang keìruìgian neìgara, tidak dilakuìkannya peìneìluìsuìran aseìt yang 

jeìlas oleìh Peìnyidik pada saat proseìs peìradilan pidana beìrjalan, tidak 

diteìmuìkannya aseìt atauì harta beìnda peìlakuì dan ahli warisnya yang dapat 

dilakuìkan peìnyitaan uìntuìk meìluìnasi huìtang keìruìgian neìgara yang ada. 
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B. Saran 

Beìrdasarkan hasil peìneìlitian dan peìmbahasan diatas, peìnuìlis meìmiliki saran-saran 

seìbagai beìrikuìt: 

1. Disarankan keìpada Keìjaksaan Reìpuìblik Indoneìsia agar meìlakuìkan 

peìneìluìsuìran aseìt yang jeìlas pada saat proseìs peìradilan pidana muìlai 

beìrjalan. Hal ini dilakuìkan agar pada saat teìrjadi kondisi-kondisi teìrteìntuì 

yang meìmuìngkinkan Peìlakuì Tindak Pidana Koruìpsi tidak dapat 

beìrtangguìng jawab seìcara pidana, suìdah teìrdapat peìneìluìsuìran aseìt yang 

jeìlas dan tidak meìnimbuìlkan hambatan baruì pada saat akan dilakuìkan 

peìnanganan seìcara peìrdata meìlaluìi proseìs guìgatan In Reìm. 

 

2. Disarankan keìpada Keìjaksaan Reìpuìblik Indoneìsia agar meìmaksimalkan 

keìmbali reìcoveìry peìngeìmbalian keìruìgian neìgara oleìh Peìlakuì Tindak Pidana 

Koruìpsi, baik meìlaluìi instruìmeìnt huìkuìm pidana mauìpuìn huìkuìm peìrdata. 

Hal ini haruìs sangat dimaksimalkan oleìh Keìjaksaan dalam rangka 

peìncapaian tuìjuìan reìcoveìry pada peìnanaganan peìrkara Tindak Pidana 

Koruìpsi di Indoneìsia. 
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